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ABSTRAK 

ABDILLAH MALLO. Kedudukan Hukum Sertifikat Hak Milik Atas Tanah Dalam 

Mewujudkan Kepastian Hukum. (Dibimbing oleh Sumiyati dan Nur Insani) 

Tujuan penelitian ini yakni untuk mengkaji dan menganalisis kedudukan hukum 

sertifikat hak milik atas tanah dalam mewujudkan kepastian hukum Sehingga 

rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kedudukan Sertipikat 

Hak Milik Atas Tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota 

Gorontalo No. 2/PDT.G/2020/PN.Gto dan bagaimana jaminan kepastian 

hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dikalahkan oleh surat dibawah 

tangan berdasarkan putusan pengadilan. 

Jenis penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini berupa penelitian hukum 

normatif, yakni suatu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti data 

berupa bahan sekunder Pendekatan penelitian yang digunakan yakni 

pendekatan perundang undangan dan pendekatan konseptual. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama kedudukan Sertipikat Hak Milik 

Atas Tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo 

No. 2/PDT.G/2020/PN.Gto bahwa  Kedudukan Sertifikat Hak Milik Atas Tanah 

merupakan alat bukti kepemilikan yang terkuat sepanjang proses penerbitan 

sesuai prosedur, data fisik dan data yuridis dan fakta di lapangan. Namun 

terhadap sertifikat tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas 

nama pemegang hak tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, 

karena secara hukum waris objek tanah tersebut dikuasai bukan oleh ahli waris 

sehingga berpotensi cacat procedural dan batal demi hukum. Kedua jaminan 

kepastian hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dikalahkan oleh surat 

dibawah tangan berdasarkan putusan pengadilan bahwa secara yuridis, SKT 

mendapatkan pengakuan secara adat dan sebagai alat bukti kepemilikan hak 

atas tanah dengan syarat beritikad baik dan selama penerbitannya sesuai 

dengan prosedur. Demikian halnya surat keterangan ahli waris memiliki fungsi 

untuk menjadikan bukti bagi siapa yang berhak atas ahli waris yang 

ditinggalkan oleh seseorang yang telah meninggal 

Kata Kunci : Kedudukan Hukum, Sertifikat Tanah, Surat Pernyataan Bagi 

Harta 
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ABSTRACT 

ABDILLAH MALLO. The Legal Position of Land Ownership Certificates in 

Realizing Legal Certainty. (Supervised by Sumiyati and Nur lnsani) 

This study aims to examine and to analyze the legal position of land ownership 

certificates in realizing legal certainty. This study uses normative legal 

research. It is used by examining data in the form of secondary materials. This 

study also uses legislative approach and conceptual approach. 

The results of the study show that, first, the position of the Land Ownership 

Certificate as an evidence in Gorontalo City District Court Decision No. 2/PDT 

G/2020/PN Gto states that the Position of the Land Ownership Certificate is the 

strongest proof of ownership throughout the issuance process in accordance 

with procedures, physical data and juridical data and the facts in the field. 

However, regarding the certificate of proof of ownership rights number 

00561/Moutong Village in the name the right holder does not have binding legal 

force, because the land object is not controlled by the heirs legally. Therefore, 

it has the potential to be procedurally flawed and null and void. Second, the 

guarantee of the legal certainty is the Land Ownership Certificate which is 

defeated by a private letter based on the court decision legally. Therefore, SKT 

obtains customary recognition and as a means of proof of ownership of land 

rights provided that it is in good faith and as long as its issuance is in 

accordance with procedures. Likewise, the heir certificate has the function of 

providing proof for who is entitled to the heirs left behind by someone who has 

died. 

Key words: Legal Position, Land Certificate, Statement Letter for Assets 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

1.1. Latar Belakang Masalah  

Di Indonesia, hak atas tanah diatur oleh Undang-Undang Nomor 5 

Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Hak atas tanah untuk WNA 

umumnya bersifat hak guna bangunan atau hak pakai, dengan batasan 

tertentu dan diatur oleh peraturan yang berlaku. Pemerintah memiliki 

kewenangan untuk mengeluarkan peraturan tambahan terkait kepemilikan 

tanah oleh WNA demi kepentingan nasional. Sehingga kepemilikan tanah oleh 

WNA dapat berubah sesuai dengan perubahan peraturan perundang-

undangan yang berlaku.1 

UUPA bertujuan untuk menyatukan hukum agraria di Indonesia, 

mengakhiri dualisme antara hukum barat (kolonial) dan hukum adat yang 

masih berlaku di masyarakat pada saat itu, juga mengatur berbagai bentuk 

kepemilikan tanah, termasuk hak-hak atas tanah seperti hak milik, hak guna 

usaha, hak pakai, hak sewa, dan hak membuka tanah. Dengan demikian, 

UUPA merupakan landasan hukum yang penting dalam mengatur masalah 

agraria di Indonesia, dengan tujuan untuk mencapai keadilan agraria, 

pemberdayaan masyarakat, dan kesejahteraan rakyat secara keseluruhan. 

 
1 S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan Di 

Kantor Pertanahan, Gresindo, Jakarta, 2005, hal. 7. 
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Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memberikan dasar hukum bagi 

penguasaan negara atas bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di 

dalamnya. Hak Bangsa Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 

1, 2, dan 3 UUPA, merupakan hubungan hukum antara bangsa Indonesia 

dengan bumi, air, dan ruang angkasa Indonesia, termasuk kekayaan alam 

yang terkandung di dalamnya. Sehingga prinsip-prinsip pokok yang 

terkandung dalam UUPA, yang bertujuan untuk mengatur dan memastikan 

penguasaan serta penggunaan tanah dan sumber daya alam secara adil, 

berkeadilan, dan sesuai dengan kepentingan nasional serta kesejahteraan 

rakyat.2 

Tujuan Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 memerlukan kerjasama lintas 

sektor, transparansi, dan partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk 

pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Evaluasi secara berkala dan 

koreksi kebijakan yang diperlukan dapat menjadi langkah penting untuk 

memastikan bahwa hukum agraria benar-benar mendukung kemakmuran 

rakyat dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. 

Dengan pemberian kewenangan kepada Negara Republik Indonesia, 

ini mencerminkan bahwa pengaturan mengenai tanah dan sumber daya alam 

dilakukan secara menyeluruh oleh pemerintah sebagai entitas yang mewakili 

 
 2 Boedi harsono, Menuju Penyempurna Hukum Tanah Nasional, Universitas 

Trisakti, Jakarta, 2007, hal 43 
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kepentingan seluruh rakyat. Sejalan dengan prinsip hak Bangsa Indonesia, 

pengaturan tanah dan sumber daya alam dilimpahkan kepada Negara 

sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Hal ini menegaskan bahwa 

pengelolaan sumber daya alam diarahkan untuk kepentingan bersama. Oleh 

karena itu, implementasi yang efektif dan transparan dari peraturan-peraturan 

ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang diambil 

mencerminkan kepentingan nasional dan kesejahteraan bersama. 

Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA). Pasal 

tersebut menegaskan bahwa tanah, sebagai bagian dari bumi, dapat dimiliki 

dan dikuasai oleh orang-orang baik sendiri maupun bersama-sama dengan 

orang lain serta badan hukum, dan pemberian hak-hak atas permukaan bumi 

tersebut dilakukan oleh negara berdasarkan hak menguasai. Pemahaman 

Pasal 4 ayat (1) UUPA memberikan landasan hukum yang penting untuk 

sistem kepemilikan tanah di Indonesia, yang selanjutnya diimplementasikan 

melalui berbagai peraturan dan regulasi yang lebih rinci..3 

Mengacu pada kepastian hukum UUPA yang merupakan sumber utama 

Hukum Agraria, Pasal 19 ayat (1) UUPA yang berbunyi : “Untuk menjamin 

kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah diseluruh 

wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan 

Peraturan Pemerintah.” Pada Pasal 19 Ayat (2) dinyatakan bahwa :  

 
 3 Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah, Kencana Prenada Media 

Group, Jakarta, 2007, hlm 10 



 

4 
 

“Pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi :  

a. Pengukuran, perpetaan dan pembukuan tanah;  

b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut;  

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat 

pembuktian yang kuat.”  

Adapun perlindungan dan jaminan kepastian hukum bagi hak milik atas 

tanah, dalam hukum agraria nasional terdapat penegasannya lebih lanjut yaitu 

melalui suatu mekanisme yang di namakan “pendaftaran tanah” atau “Recht 

Kadaster” yang telah dituangkan dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata 

Ruang Nomor 16 Tahun 2021 atas Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksanaan  

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. 

Implementasi dan penjelmaan dari Pasal 19 ayat (1) UUPA dengan 

tujuan untuk menjamin kepastian hukum dan memberikan perlindungan hukum 

atas tanah yang sudah didaftarkan dan memiliki alat bukti berupa sertifikat 

sesuai dengan semangat pembangunan nasional yang berkelanjutan adalah 

konsep yang umumnya sesuai dengan upaya pemerintah untuk meningkatkan 

sistem pertanahan. 

Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menekankan 

tujuan pendaftaran tanah, yaitu memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah, satuan 

rumah susun, dan hak-hak lain yang terdaftar. Poin-poin tersebut 
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mencerminkan prinsip-prinsip penting dalam sistem pertanahan yang 

terorganisir dan terdokumentasi. Pentingnya pendaftaran tanah dalam 

menciptakan kepastian dan perlindungan hukum mencerminkan upaya untuk 

meningkatkan sistem pertanahan dan mendukung pembangunan nasional 

yang berkelanjutan. Melalui pendaftaran tanah, diharapkan dapat tercipta 

lingkungan hukum yang lebih jelas dan mendukung kegiatan ekonomi dan 

pembangunan masyarakat. 

Pasal 32 ayat 1 PP Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa:  

Sertifikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat 
pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat 
didalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai 
dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 
bersangkutan. 

 

Artinya bahwa sertifikat hak atas tanah adalah memiliki kekuatan hukum 

karena sertifikat merupakan alat pembuktian yang kuat. Pengakuan hak atas 

tanah yang dikonkritkan dengan terbitnya sertifikat hak atas tanah menjadi 

sangat penting karena berkaitan dengan : 

1. Kegiatan pendaftaran tanah memberikan suatu kejelasan terhadap 

status suatu tanah yang mana hal tersebut merupakan tujuan UUPA 

untuk meletakan dasar atas kepastian hukum.  
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2. Kepastian hukum mengenai obyek hak yang meliputi Letak Tanah, 

Batas batas tanah, luas bidang bidang.4 Penerbitan sertifikat dapat 

mencegah sengketa tanah. Pemilikan sertifikat akan memberikan 

perasaan tenang dan tentram. 

3. Sertifikat berfungsi sebagai alat pembuktian yang kuat di dalam bukti 

pemilikan. Sertifikat menjamin kepastian hukum mengenai orang 

yang menjadi pemegang hak atas tanah, kepastian hukum mengenai 

lokasi dari tanah, batas serta luas suatu bidang tanah, dan kepastian 

hukum mengenai hak atas tanah miliknya. Dengan kepastian hukum 

tersebut dapat diberikan perlindungan hukum kepada orang yang 

tercantum namanya dalam sertifikat terhadap gangguan pihak lain 

serta menghindari sengketa dengan pihak lain.5  

4. Dengan pemilikan sertifikat hak atas tanah, pemilik tanah dapat 

melakukan perbuatan hukum apa saja sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Selain itu 

sertifikat hak atas tanah mempunyai nilai ekonomis seperti dapat 

disewakan, menjadi jaminan utang atau sebagainya; 

 
4 H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid 2 , Prestasi 

Pustaka Publisher, Jakarta. hlm .4 
5 Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti Hak atas 

Tanah, Bina Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 23 
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5. Pemberian sertifikat hak atas tanah dimaksudkan untuk mencegah 

kepemilikan tanah dengan luas berlebihan yang ditentukan oleh 

peraturan perundang-undangan.  

Pentingnya sertifikat tanah dalam menciptakan kepastian hukum sangat 

relevan, dan pandangan ini mencerminkan konteks dan kebijakan di banyak 

negara, termasuk Indonesia. Sejarah pemilikan tanah yang terdokumentasi 

dalam sertifikat tanah memberikan keunggulan dibandingkan dengan 

mengandalkan ingatan atau keterangan saksi. Ingatan manusia dapat kabur 

dan saksi-saksi hidup satu masa akan meninggalkan dunia, sehingga sertifikat 

tanah memberikan bukti yang lebih tangguh dan terus-menerus. 

Pendaftaran tanah di Indonesia memiliki tujuan utama untuk menjaga 

kepastian hukum dan mencegah sengketa tanah. Melalui sistem pendaftaran 

tanah, kepemilikan dapat tercatat secara resmi dan transparan. Sistem 

pendaftaran tanah juga memainkan peran penting dalam mengelola warisan 

tanah dan hak kepemilikan, memastikan bahwa kepemilikan tanah dapat 

diwariskan secara jelas dan diakui oleh hukum. 

Adanya gugatan ke peradilan umum atau Pengadilan Tata Usaha 

Negara, dikarenakan sertifikat mempunyai dua sisi, yaitu sisi keperdataan dan 

sisi yang merupakan bentuk keputusan yang bersifat penetapan (beschiking) 

yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan sebagai pejabat Tata Usaha 

Negara.  Artinya Sertifikat hak atas tanah tersebut bisa digugurkan/dibatalkan 

sepanjang ada pihak lain yang dapat membuktikan di muka pengadilan bahwa 
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sertifikat tanah yang dipersengketakan itu adalah tidak benar  Ada perkara 

yang menunjukkan bahwa terhadap sertifikat dapat digugat. Salah satunya 

adalah gugatan terhadap sertifikat hak milik atas Tanah yang objek sengketa 

tanahnya berada di kabupaten Bone Bolango, hingga sampai saat ini telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap (incrah) atas suatu objek tanah tersebut 

terdapat 2 surat kepemilikan, pertama adalah berupa Sertifikat, kedua berupa 

Surat pernyataan bagi harta. 

Bahwa dalam kasus ini, Almh Aisa Rohani (Adik Kandung dari ayah 

penggugat) memiliki tanah seluas kurang lebih 3182 m2 yang terletak di Dusun 

II Desa Moutong, ketika meninggal dunia tanah/kintal tersebut menjadi milik 

Alm Taki Rohani (ayah penggugat). Selanjutnya pada saat ayah penggugat 

tersebut  meninggal dunia, maka berdasarkan surat pernyataan bagi harta 

pada Tanggal 17 Oktober 1989 mewariskan tanah tersebut kepada penggugat 

beserta ahli waris lainnya. Bagian penggugat mendapatkan warisan 

tanah/kintal dengan luas kurang lebih 2127,5 M2, Sebagian telah diwakafkan 

pada Pembangunan masjid dengan luas kurang lebih 600 M2 dan dijual kepada 

keponakan lainnya dengan luas kurang lebih 535 M2. Sedangkan sisa 

tanah/kintal dengan luas kurang lebih 992.64 M2 telah dikuasai dengan cara-

cara melawan hak dan melawan hukum oleh para pihak tergugat, yang mana 

penguasaan tanah objek sengketa tersebut dilakukan tanpa seizin dan 

sepengetahuan penggugat beserta ahli waris lainny.   
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Terhadap Sertifikat Hak atas Tanah itu digugat oleh ahli waris pemilik 

surat Pernyataan bagi harta kemudian pada Tahun 2020, ahli waris tersebut 

menggugat objek tanah yang telah didaftarkan yaitu : - Serifikat Hak Milik 

Nomor. 561/Moutong tanggal 31 Desember 2017, SU. Tanggal 31 Desember 

2017 No. 230/Moutong.2017 luas 890 m2 tercatat atas nama Hasrin Ismail 

terletak di Desa Moutong Kec. Tilongkabila. Kabupaten Bone Bolango, 

selanjutnya Pihak Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone 

Bolango seharusnya ditarik sebagai pihak dalam perkara akan tetapi tidak 

ditarik menjadi salah satu pihak  dalam perkara karena objek sengketa tanah 

tersebut berasal dari budel yang pembagian warisan hanya berdasarkan pada 

surat pernyataan bagi harta dan baru pertama kali didaftarkan di BPN 

Kabupaten Bone Bolango. 

Dalam sengketa di pengadilan tersebut, pengadilan memutuskan yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan bagi harta yang dimiliki 

oleh ahli waris yang berdasarkan bukti pembagian ahli waris berupa surat 

pernyataan bagi tanah tanggal 17 Oktober 1989 luas 2127,5 m2 adalah sah 

menurut hukum, sehingga sertipikat atas tanah yang menjadi objek perkara 

harus dicoret dalam daftar tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional.  

Dengan kata lain putusan pengadilan tersebut yakni surat pernyataan 

bagi harta telah mengalahkan kedudukan sertifikat. Hal ini menunjukkan 

bahwa sertifikat hak atas tanah tidak mempunyai kepastian hukum 

sebagaimana yang tercantum dalm UUPA dan PP Nomor 24 Tahun 1997. Hal 
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tersebut berdasarkan pertimbangan hakim dalam amar putusannya yakni 

menyatakan segala bukti-bukti surat yang dimiliki oleh penggugat atas tanah 

objek sengketa salah satunya surat pernyataan bagi harta adalah sah menurut 

hukum sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya. Bukti surat tersbeut telah 

diajukan sebagai bukti surat bertanda P-1 dalam perkara tersebut. Selanjutnya 

bahwa objek sengketa terbukti merupakan milik ahli waris Alm Taki Rohani, 

dan terbuktu penguasaan para tergugat adalah tanpa seizin dan 

sepengetahuan pihak penggugat beserta ahli waris lainnya. Kemudian para 

pihak penggugat telah dapat membuktikan Sebagian dalil gugatannya dalam 

perkara tersebut, sedangkan dalil bantahan dan bukti-bukti yang diajukan oleh 

para pihak tergugat dalam perkara tersebut tidak dapat mematahkan bukti-

bukti penggugat. 

Berdasarkan uraian tersebut diatas, peneliti terdorong untuk mengkaji 

dan menganalisis kedudukan dan jaminan kepastian hukum sertifikat hak atas 

tanah yang dapat dikalahkan oleh surat pernyataan bagi harta dalam amar 

putusan tersebut. Oleh karena itu, peneliti mencoba merumuskan analisis 

tentang KEDUDUKAN HUKUM SERTIFIKAT HAK MILIK ATAS TANAH 

DALAM MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM. 
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1.2. RUMUSAN MASALAH 

Berdasarkan uraian Rumusan masalah diatas, maka calon peneliti 

membuat Rumusan Masalah :  

1. Bagaimana kedudukan Sertipikat Hak Milik Atas Tanah sebagai alat 

bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 

2/PDT.G/2020/PN.Gto ?  

2. Bagaimana jaminan kepastian hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

yang dikalahkan oleh surat dibawah tangan berdasarkan putusan 

pengadilan?  

1.3. TUJUAN PENELITIAN  

Berdasarkan Rumusan Masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai 

dari penelitian ini adalah :  

1. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis kedudukan Sertipikat 

Hak Milik Atas Tanah sebagai alat bukti pada Putusan Pengadilan 

Negeri Kota Gorontalo No. 2/PDT.G/2020/PN.Gto  

2. Untuk mengetahui, mengkaji dan menganalisis jaminan kepastian 

hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah yang dikalahkan oleh surat 

dibawah tangan berdasarkan putusan Putusan Pengadilan Negeri Kota 

Gorontalo No. 2/PDT.G/2020/PN.Gto. 
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1.4. MANFAAT PENELITIAN 

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : 

1. Manfaat Secara Teoritis  

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi salah satu 

kontribusi perkembangan Ilmu Hukum secara umum, mengenai dan 

bidang hukum perdata dan hukum agraria pada khususnya. Untuk 

mengetahui mengenai aspek terkait dengan kepastian hukum Sertifikat 

Hak atas Tanah yang telah didaftarkan, dapat dikalahkan dengan 

pembuktian berupa surat Kepemilan Tanah dibawah tangan . 

2. Manfaat Secara Praktis 

Tulisan ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi 

masyarakat mengenai proses pendaftaran tanah dengan itikad baik, 

melihat riwayat obyek tanah, dan tertib administrasi agar dalam proses 

penerbitan Sertifikat Hak atas Tanah tidak memiliki akibat hukum atau 

kelemahan yang dapat merugikan pihak terkait. 

Selain itu, peneliti berharap penelitian ini dapat memberikan masukan 

kepada kalangan akademisi, praktisi, dan pihak terkait mengenai daya berlaku 

Surat Kepemilan Tanah dibawah tangan setelah dinasionalisasikannya UUPA 

yang menyatakan bahwa Sertifikat Hak atas Tanah merupakan Bukti 

Kepemilikan. Serta tata cara penyelesaian sengketa yang dapat membuahkan 

titik temu sehingga terciptanya win win solution. 
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1.5. ORISINALITAS PENELITIAN 

1. TOGA ABDIAN MARTIANANDA, dengan Judul Tesis KEKUATAN 

HUKUM SERTIFIKAT HAK ATAS TANAH SEBAGAI ALAT BUKTI 

(Analisis Terhadap Pasal 32 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997), Pascasarjana Universitas Islam Indonesia. Hasil Penelitian 

menunjukan bahwa mengupas tentang konsep sertifikat hak atas tanah 

sebagai alat bukti menurut Pasal 32 PP Nomor.24 Tahun 1997 dan 

dasar pertimbangan hakim dalam memutus perkara sengketa 

pertanahan berdasarkan alat bukti sertifikat hak atas tanah. 

2. Fikri Said, dengan judul Tesis Perlindungan Hukum Terhadap 

Pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah (Studi Tentang Kekuatan Hukum 

Sertifikat Hak Atas Tanah Di Pengadilan Negeri Pekalongan), 

Pascasarjana Universitas Diponegoro.  Hasil Penelitian menunjukan 

Meskipun sudah secara tegas diatur dalam UUPA dan PP No.24 Tahun 

1997 bahwa untuk menjamin kepastian hukum tentang pemilikan tanah, 

tanah tersebut harus didaftarkan, namun masih banyak masyarakat 

khususnya di daerah pedesaan yang memiliki tanah tetapi tidak 

mempunyai sertifikat alat kepemilikan tanah tersebut, karena tanah 

bersangkutan belum didaftarkan. Di daerah pedesaan masih banyak 

warga yang memiliki tanah dengan alat bukti hanya berupa petuk Pajak 

atau Girik atau Ketitir yang sebenarnya bukan merupakan alat bukti 
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pemilikan tanah, tetapi hanya sebagai petunjuk yang kuat tentang 

pemilikan tanah. 

3. Abdillah Mailo, Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 

(Studi Putusan Pengadilan Negeri Kelas I Kota Gorontalo 

no.2/Pdt.G/2020/PN.Gto ), Pascasarjana Universitas Ichsan Gorontalo. 

Hasil penelitian menjelaskan bahwa Upaya yang harus dilakukan untuk 

mejamin kepastian hukum dalam bidang pertanahan dilakukan 

Pemerintah dalam hal ini Kementerian Negara Agraria dan Tata Ruang 

dalam menerbitkan sertifikat hak atas tanah harus berdasarkan asas 

kepastian hukum. 

Untuk melihat lebih jelas perbedaan penelitian penulis dengan 

penelitian terdahulu dapat dilihat pada table dibawah ini : 

No. Peneliti, Judul, Tahun, 
Penelitian 

Persamaan Perbedaan Orisinalitas penelitian 

1. 

Tesis TOGA ABDIAN 
MARTIANANDA, 
 
dengan Judul Tesis 
KEKUATAN HUKUM 
SERTIFIKAT HAK 
ATAS TANAH SEBAGAI 
ALAT BUKTI 
(Analisis Terhadap 
Pasal 32 Peraturan 
Pemerintah Nomor 24 
Tahun 1997) 

Objek kajian 
sama-sama 
mengkaji 
terkait 
Sertifikat 
hak Milik 

-menganalisis 
Pasal 32 
peraturan 
pemerintah 
Nomor 24 tahun 
1997. 
 

Focus kajian : 
- Bagaimana kekuatan 

hukum sertifikat hak 
milik atas tanah 
sebagai alat bukti 
berdasarkan pasal 32 
PP no. 24 tahun 1997 

- Dan untuk mengetahui 
dasar pertimbangan 
hakim dalam memutus 
perkara sengketa 
pertanahan 
berdasarkan alat bukti 
sertifikat hak atas 
tanah. 
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2. 

Fikri Said, 
 
dengan judul Tesis 
Perlindungan Hukum 
Terhadap Pemegang 
Sertifikat Hak Atas 
Tanah  
 
(Studi Tentang 
Kekuatan Hukum 
Sertifikat Hak Atas 
Tanah Di Pengadilan 
Negeri Pekalongan) 

Dalam 
persamaan 
penelitian 
ini terkait 
Sertifikat 
Hak Atas 
tanah 

menganalisis 
Pasal 32 
peraturan 
pemerintah 
Nomor 24 tahun 
1997. 
masyarakat 
khususnya di 
daerah 
pedesaan yang 
memiliki tanah 
tetapi tidak 
mempunyai 
sertifikat alat 
kepemilikan 
tanah tersebut,   

Focus kajian : 
- masyarakat 

khususnya di daerah 
pedesaan yang 
memiliki tanah tetapi 
tidak mempunyai 
sertifikat alat 
kepemilikan tanah 
tersebut, karena tanah 
bersangkutan belum 
didaftarkan. 
 

 

 

 

 

 

 

3. 

Abdillah Mailo,  
 
Kedudukan Hukum 
Sertifikat Hak Milik Atas 
Tanah (Studi Putusan 
Pengadilan Negeri 
Kelas I Kota Gorontalo 
no.2/Pdt.G/2020/PN.Gto 
) 

Persamaan 
dalam 
penelitian 
ini berbicara 
terkait 
sertifikat  
Hak Milik 
Atas Tanah  

Metode 
penelitian yang 
digunakan 
peneliti adalah 
deskriptif 
analitis, yaitu 
menggambarkan 
peraturan 
perundang-
undangan yang 
berlaku, 
kemudian  

Focus kajian :  
- Bagaimana 

kedudukan Sertipikat 
Hak Milik Atas Tanah 
sebagai alat bukti 
pada Putusan 
Pengadilan Negeri 
Kota Gorontalo No. 
2/PDT.G/2020/PN.Gto  

 
- Bagaimana jaminan 

kepastian hukum 
Sertipikat Hak Milik 
Atas Tanah yang 
dikalahkan oleh surat 
pemilikan dibawah 
tangan berdasarkan 
putusan pengadilan 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

2.1. LANDASAN TEORITIS 

2.1.1. TEORI PEMBUKTIAN  

Menurut Eddy O.S Hiariej6 memberikan kesimpulan (dengan mengutip 

pendapat Ian Denis) bahwa : Kata Evidence lebih dekat kepada pengertian 

alat bukti menurut Hukum Positif, sedangkan kata proof dapat diartikan 

sebagai pembuktian yang mengarah kepada suatu proses. Evidence atau bukti 

(pendapat Max. M.Houck) sebagai pemberian informasi dalam penyidikan 

yang sah mengenai fakta yang kurang lebih seperti apa adanya. 

Pembuktian diartikan sebagai perbuatan membuktikan, yang mencakup 

memberikan atau memperlihatkan bukti, melaksanakan sesuatu kebenaran, 

menandakan, menyaksikan, dan meyakinkan. Dalam konteks hukum, tugas 

membuktikan adalah suatu kewajiban untuk menyediakan bukti yang 

mendukung argumen atau dalil yang diajukan dalam suatu sengketa. 

Pernyataan R. Subekti menekankan bahwa pembuktian melibatkan upaya 

meyakinkan Hakim tentang kebenaran dalil atau argumen yang diajukan. Ini 

menunjukkan bahwa pembuktian tidak hanya terkait dengan penyediaan bukti, 

tetapi juga dengan konsep meyakinkan dalam konteks peradilan.7 

 
6 Eddy O.S Hiariej, Teori & hukum pembuktian, erlangga, 2012. hlm. 55 
7 Ibid. 
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Sertifikat hak atas tanah merupakan akibat hukum dari pendaftaran 

tanah yang dapat dijadikan bukti  yang kuat kepada pemegang hak atas tanah 

mengenai data fisik dan data yuridis atas tanah. Dalam penerbitan Sertifikat 

diperlukan suatu proses yang melibatkan pihak pemohon, para pemilik tanah 

yang bersebelahan, Pamong Desa maupun pihak instansi yang terkait untuk 

memperoleh penjelasan dan surat-surat sebagai alas hak yang berhubungan 

dengan permohonan Sertifikat tersebut. Hal ini dilakukan agar Sertifikat hak 

atas tanah memiliki nilai bukti hukum yang kuat bagi pemegangnya.  

Pasal 32 menyatakan bahwa sertifikat merupakan tanda bukti hak yang 

berlaku. Validitas sertifikat tergantung pada kesesuaian data fisik dan data 

yuridis yang tercantum dalam sertifikat dengan data yang terdapat dalam surat 

ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan. Selanjutnya, menetapkan bahwa 

jika ada bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat atas nama orang atau 

badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara 

nyata menguasainya, pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut 

harus mengajukan keberatan secara tertulis dalam waktu 5 tahun sejak 

diterbitkannya sertifikat.  

Pasal tersebut mencerminkan prinsip kepastian hukum dalam 

pendaftaran tanah, di mana sertifikat dianggap sah dan memiliki kekuatan 

hukum yang cukup jika pemegangnya memenuhi syarat-syarat tertentu dan 

pihak lain tidak mengajukan keberatan dalam batas waktu yang ditentukan. 
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Dan dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA merumuskan bahwa 

pendaftaran tersebut dalam ayat 1 pasal ini meliputi pemberian surat-surat 

tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat.” Berdasarkan 

rumusan pasal-pasal diatas terlihat jelas bahwa Sertifikat hak milik atas tanah 

merupakan alat bukti yang kuat. Maka dari itu dalam proses pembuatan 

Sertifikat sangat disayangkan apabila terjadi kesalahan-kesalahan, dan dapat 

merugikan pemegangnya. 

Selain membutuhkan perangkat hukum tertulis yang memudahkan 

akses informasi bagi masyarakat dalam hal menguasai dan menggunakan 

tanah, pelaksanaan pendaftaran tanah yang efektif dibutuhkan dalam rangka 

mendapatkan jaminan kepastian hukum hak atas tanah (Harsono, 2003). 

Pentingnya efektivitas pendaftaran tanah dalam menjamin kepastian hukum 

menjadikan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional 

(ATR/BPN) mencanangkan berbagai program percepatan pendaftaran tanah. 

Program terakhir yang tengah dilaksanakan memiliki target untuk 

menyelesaikan pendaftaran tanah pada tahun 2024, yakni melalui pendaftaran 

tanah sistematis lengkap (PTSL).  

Sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ 

Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018, PTSL merupakan 

“Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali yang dilakukan secara 

serentak yang meliputi semua obyek pendaftaran tanah yang belum didaftar 

maupun yang telah terdaftar dalam suatu wilayah desa/kelurahan atau nama 
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lainnya yang setingkat dengan itu.” PTSL tidak sekedar menambah bidang 

pendaftaran, namun juga memperbaiki bidang tanah terdaftar, serta 

menyelesaikan sengketa. Harapannya saat tanah sudah terdaftar, maka 

sengketa tanah akan berkurang.  

Dalam perkembangannya, masih terdapat masalah pertanahan baik 

berupa sengketa, konflik, maupun perkara pertanahan yang sudah masuk ke 

lembaga peradilan. Sertipikat hak atas tanah disebut sebagai bukti terkuat 

dalam membuktikan hubungan hukum dari suatu hak atas tanah, namun pada 

kenyataannya masih dapat membuka celah lain untuk mempermasalahkannya 

di lembaga peradilan.8 

Sertipikat hak atas bidang tanah yang sudah terdaftar memungkinkan 

masih menyimpan segudang masalah baik menyangkut pihak lain/subjek hak 

lain maupun menyangkut subjek pemegang hak sebagaimana yang tercantum 

dalam sertipikat hak atas tanah dirinya sendiri9. Sistem publikasi negatif 

memungkinkan pemegang sertipikat digugat oleh pihak-pihak yang merasa 

berhak atas tanah tersebut. Pihak yang merasa berhak dapat membuktikan 

sebaliknya dengan alat bukti lain, dan menang dalam proses pengadilan serta 

telah memperoleh putusan yang telah berketetapan hukum tetap (inkracht), 

akan menjadi pemegang sertipikat berikutnya. 

 
8 Ramadhani, R. (2017). Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat 

Hak Atas Tanah. De Lega Lata, Januari – Juni 2(1), 139-157 
9 Lubis, M. & Lubis, A. R. (2012). Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi. Bandung: 

Mandar Maju 
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Hasil persidangan yang dimenangkan Badan Pertanahan Nasional 

(BPN) menunjukkan bahwa BPN dapat membuktikan bahwa proses yang 

dilalui dalam menerbitkan sertipikat sudah sesuai dengan norma hukum, yang 

dikuatkan juga dengan tanda bukti yang tidak dapat dibuktikan sebaliknya. 

Berbagai kekalahan perkara pertanahan dalam proses peradilan menjadi 

bahan evaluasi mengenai penyebab terjadinya kekalahan tersebut. Setelah 

dipahami pokok perkaranya, kemudian dilakukan upaya meminimalisasi 

terjadinya perkara di masa yang akan datang. Dengan demikian, keberadaan 

sertipikat hak atas tanah akan memberikan kepastian hukum sekaligus 

perlindungan hukum atas hak atas tanah yang dimiliki. 

2.1.2. Teori Kepastian Hukum  

Hans Kelsen memandang hukum sebagai sistem norma, di mana 

norma-norma ini memberikan panduan tentang apa yang seharusnya 

dilakukan. Norma-norma ini menciptakan kerangka kerja bagi perilaku manusia 

dalam masyarakat. Norma-norma hukum dianggap sebagai produk dan aksi 

manusia yang deliberative. Ini menyoroti bahwa pembuatan norma-norma 

hukum melibatkan pertimbangan, diskusi, dan keputusan manusia. 

Pandangan Hans Kelsen menekankan pentingnya norma-norma hukum dalam 

membentuk dan mengatur masyarakat. Konsep ini juga menyoroti peran 
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penting undang-undang dalam memberikan landasan normatif untuk perilaku 

manusia dan menjaga kepastian hukum dalam masyarakat.10 

Tujuan hukum yang mendekati realistis adalah kepastian hukum dan 

kemanfaatan hukum. Kaum Positivisme lebih menekankan pada kepastian 

hukum, sedangkan Kaum Fungsionalis mengutamakan kemanfaatan hukum, 

dan sekiranya dapat dikemukakan bahwa “summon ius, summa injuria, summa 

lex, summa crux” yang artinya adalah hukum yang keras dapat melukai, 

kecuali keadilan yang dapat menolongnya, dengan demikian kendatipun 

keadilan bukan merupakan tujuan hukum satu-satunya akan tetapi tujuan 

hukum yang substantive adalah keadilan.11  

Menegakkan hukum memerlukan keseimbangan yang proporsional 

antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kompromi antara ketiga 

unsur ini menjadi kunci untuk mencapai sistem hukum yang efektif dan adil. 

Kepastian hukum menjadi unsur utama yang mendasari sistem hukum yang 

baik. Tanpa kepastian hukum, masyarakat akan kesulitan mengetahui hak dan 

kewajiban mereka, dan hal ini dapat menyebabkan ketidakjelasan dan 

keresahan.  

Meskipun penting untuk mencapai keseimbangan antara kepastian 

hukum, kemanfaatan, dan keadilan, dalam prakteknya tidak selalu mudah 

 
10 Peter Mahmud Marzuki, Pengantar Ilmu Hukum, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 58. 
11 Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT Presindo, 

Yogyakarta, 2010, hlm. 59. 
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untuk mencapai kompromi yang seimbang. Terlalu menekankan kepastian 

hukum bisa membuat sistem terlalu kaku dan tidak adil. Dengan memahami 

dan menerapkan keseimbangan antara kepastian hukum, kemanfaatan, dan 

keadilan, sistem hukum dapat berfungsi secara efektif dalam memberikan 

pedoman yang adil dan jelas bagi masyarakat. 

Tujuan utama dari Undang-Undang Pokok Agraria adalah meletakkan 

dasar-dasar bagi penyusunan hukum agrarian nasional. Ini mencerminkan 

upaya untuk menciptakan kerangka hukum yang menyeluruh dan konsisten 

dalam mengatur bidang pertanahan di tingkat nasional. Salah satu tujuan 

utama adalah mewujudkan kepastian hukum mengenai hak-hak atas tanah 

bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya setiap individu 

atau entitas yang memiliki hak atas tanah mendapatkan kepastian hukum 

terkait hak tersebut. Undang-Undang Pokok Agraria diharapkan dapat 

memberikan landasan hukum yang kuat dan memberikan kepastian hukum 

yang dibutuhkan dalam konteks pertanahan di Indonesia.. 

2.2. LANDASAN KONSEPTUAL 

2.2.1. Pengertian Hak Atas Tanah  

Hak atas tanah diartikan sebagai hak yang memberi wewenang kepada 

pemegang haknya untuk menggunakan dan/atau mengambil manfaat dari 

tanah yang dimilikinya. Perbedaan antara "menggunakan" dan "mengambil 

manfaat" menjadi jelas dalam konteks hak atas tanah. Hak untuk 

"menggunakan" tanah mencakup kepentingan mendirikan bangunan, 
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khususnya yang bersifat non-pertanian. Sementara hak untuk "mengambil 

manfaat" melibatkan kepentingan selain mendirikan bangunan, seperti 

pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. 

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria memberikan gambaran 

tentang kewenangan dalam hak atas tanah. Pemegang hak atas tanah 

memiliki kewenangan untuk menggunakan tanah, termasuk tubuh bumi, air, 

dan ruang di atasnya, sesuai dengan kepentingan yang langsung berhubungan 

dengan tanah tersebut. Kewenangan ini diatur dalam batas-batas yang 

ditetapkan oleh Undang-Undang Pokok Agraria dan peraturan hukum lain yang 

lebih tinggi. Pemahaman terhadap hak atas tanah ini penting dalam konteks 

hukum agraria untuk memastikan bahwa hak-hak tanah ditegakkan sesuai 

dengan ketentuan yang berlaku dan untuk mendukung pemanfaatan tanah 

yang berkelanjutan dan sesuai dengan kepentingan yang diakui oleh hukum..12 

2.2.2. Hak Atas Tanah Yang Dapat Diperoleh  

a. Hak Milik 

Hak Milik atas tanah diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a UUPA. 

Pasal-pasal yang secara khusus mengatur HM terdapat dalam Pasal 20 

hingga Pasal 27 UUPA. Pasal 50 ayat (1) UUPA menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai Hak Milik diatur dengan Undang-Undang. 

 
12 Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana Prenadamedia, 

Jakarta, 2010, hlm. 82. 
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Namun, karena belum terbentuknya Undang-Undang tentang Hak Milik, 

maka berlaku Pasal 56 UUPA. 

Pasal 56 UUPA menetapkan bahwa selama Undang-Undang 

tentang Hak Milik belum terbentuk, yang berlaku adalah ketentuan-

ketentuan Hukum Adat setempat dan peraturan-peraturan lainnya, asalkan 

tidak bertentangan dengan UUPA. Pemegang Hak Milik atas tanah dapat 

berupa warga Negara Indonesia atau badan hukum yang ditetapkan oleh 

pemerintah. Peraturan Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara 

Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional menentukan badan hukum 

mana yang dapat memiliki tanah. Subjek Hak Milik adalah warga Negara 

Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah, 

seperti bank negara, koperasi pertanian, badan keagamaan, dan badan 

sosial.13 

b. Hak Guna Usaha 

Hak Guna Usaha (HGU) menurut Undang-Undang Pokok Agraria 

(UUPA) di Indonesia, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b UUPA. Pasal-

pasal yang secara khusus mengatur HGU terdapat dalam Pasal 28 hingga 

Pasal 34 UUPA. Selanjutnya Pasal 50 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai HGU diatur dengan Peraturan 

Perundangan. Peraturan Perundangan yang dimaksud di sini adalah 

 
13 Ibid, hlm. 37-39. 
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Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

Pasal 28 ayat (1) UUPA memberikan pengertian HGU sebagai hak 

untuk mengusahakan tanah yang dikuasai langsung oleh negara, untuk 

perusahaan pertanian, perikanan, peternakan, dan perkebunan. Peraturan 

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 menambahkan bahwa HGU juga dapat 

digunakan untuk usaha perkebunan. Menurut Pasal 30 UUPA jo. Pasal 2 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996, subjek hukum yang dapat 

memiliki HGU adalah warga Negara Indonesia dan badan hukum yang 

didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia.14 

c. Hak Guna Bangunan 

Hak Guna Bangunan (HGB) menurut Undang-Undang Pokok 

Agraria (UUPA) di Indonesia, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c UUPA. 

Pasal-pasal yang secara khusus mengatur HGB terdapat dalam Pasal 35 

hingga Pasal 40 UUPA. Pasal 50 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa 

ketentuan lebih lanjut mengenai HGB diatur dengan Peraturan 

Perundangan. Peraturan Perundangan yang dimaksud di sini adalah 

Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, 

Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai Atas Tanah. 

 
14 Ibid, hlm. 47-48. 



 

26 
 

Pasal 35 UUPA memberikan pengertian HGB sebagai hak untuk 

mendirikan dan memiliki bangunan atas tanah yang bukan miliknya, 

dengan jangka waktu paling lama 30 tahun yang dapat diperpanjang hingga 

20 tahun. HGB memungkinkan pemegangnya mendirikan dan memiliki 

bangunan pada tanah yang bukan miliknya untuk jangka waktu tertentu. 

Pasal 37 UUPA dan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 menetapkan bahwa tanah Hak Guna Bangunan dapat berasal 

dari tanah negara, tanah hak pengelolaan, dan tanah hak milik. Pasal 36 

ayat (2) UUPA jo. Pasal 20 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 

menetapkan konsekuensi bagi pemegang HGB yang tidak memenuhi 

syarat sebagai subjek HGB. Jika pemegang HGB tidak lagi memenuhi 

syarat, maka dalam jangka waktu satu tahun wajib melepaskan atau 

mengalihkan hak atas tanah tersebut kepada pihak lain yang memenuhi 

syarat. Jika tidak, HGB tersebut akan hapus karena hukum.15 

d. Hak Pakai 

Hak Pakai (HP) menurut Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di 

Indonesia, diatur dalam Pasal 16 ayat (1) huruf d UUPA. Pasal-pasal yang 

secara khusus mengatur HP terdapat dalam Pasal 41 hingga Pasal 43 

UUPA. Pasal 50 ayat (2) UUPA menyatakan bahwa ketentuan lebih lanjut 

mengenai HP diatur dengan Peraturan Perundangan. Peraturan 

 
15 Ibid, hlm. 57-68 
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Perundangan yang dimaksud di sini adalah Peraturan Pemerintah Nomor 

40 Tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai Atas Tanah. 

Pasal 41 UUPA memberikan pengertian HP sebagai hak untuk 

menggunakan dan/atau memungut hasil dari tanah yang dikuasai langsung 

oleh negara atau tanah milik orang lain. HP memberi wewenang dan 

kewajiban yang ditentukan dalam keputusan pemberiannya oleh pejabat 

yang berwenang atau dengan perjanjian dengan pemilik tanahnya, yang 

bukan perjanjian sewa-menyewa atau perjanjian pengeolahan tanah. 

Pasal 42 UUPA dan Pasal 39 Peraturan Pemerintah Nomor 40 

Tahun 1996 menetapkan subjek hukum yang dapat memiliki HP. Termasuk 

dalam subjek hukum tersebut adalah warga negara Indonesia, orang asing 

yang berkedudukan di Indonesia, badan hukum yang didirikan menurut 

hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia, badan hukum asing yang 

mempunyai perwakilan di Indonesia, departemen, lembaga pemerintah 

non-departemen, pemerintah daerah, badan keagamaan, badan sosial, 

dan perwakilan negara asing serta badan internasional.16 

2.2.3. Sertipikat Hak Atas Tanah Sebagai Tanda Bukti Hak 

Tujuan diundangkannya Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di 

Indonesia, yang mencakup aspek kepastian hukum, kesatuan dan 

 
16 Ibid, hlm. 69-70. 
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kesederhanaan dalam hukum pertanahan, serta pemberian hak-hak atas 

tanah bagi rakyat. UUPA bertujuan meletakkan dasar-dasar bagi penyusunan 

Hukum Agraria Nasional. Hal ini diarahkan sebagai alat untuk membawa 

kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan bagi Negara dan rakyat, terutama 

rakyat tani. Poin ini menunjukkan aspek kemakmuran, kebahagiaan, dan 

keadilan sebagai tujuan utama. 

Hal tersebut mencerminkan komitmen untuk menciptakan sistem 

hukum agraria yang adil, sederhana, dan memberikan kepastian hukum 

kepada seluruh rakyat, khususnya mereka yang memiliki keterkaitan dengan 

tanah. Tujuan tersebut sejalan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang 

berfokus pada kemakmuran, kebahagiaan, dan keadilan.17 

Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria memberikan landasan hukum 

untuk pelaksanaan pendaftaran tanah yang dilakukan oleh pemerintah. 

Pemerintah melakukan pendaftaran tanah untuk menjamin kepastian hukum 

di seluruh wilayah Republik Indonesia. Proses pendaftaran ini diatur oleh 

Peraturan Pemerintah. 

Pendaftaran tanah, sebagaimana dijelaskan dalam ayat (1) Pasal ini, 

mencakup beberapa aspek, antara lain: 

a. Pengukuran, perpetaan, dan pembukuan hak. 

 
17 Ibid, hlm. 150. 
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b. Pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hak-hak tersebut. 

c. Pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang memiliki kekuatan 

sebagai alat pembuktian yang kuat. 

Dalam Peraturan Pemerintah, diatur biaya-biaya yang terkait dengan 

pendaftaran tanah. Penting dicatat bahwa rakyat yang tidak mampu 

dibebaskan dari biaya-biaya tersebut. Selain pemerintah, Undang-Undang 

Pokok Agraria juga menetapkan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah 

untuk mendaftarkan haknya. Beberapa contoh hak yang harus didaftarkan 

meliputi Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Guna Bangunan. Pendaftaran 

ini bertujuan untuk menciptakan kejelasan dan kepastian hukum terkait 

kepemilikan dan penggunaan tanah.18 

Pendaftaran tanah memastikan bahwa status hak atas suatu tanah atau 

satuan rumah susun dapat diketahui secara pasti. Ini mencakup jenis hak, 

seperti Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, Hak Pakai, Hak 

Pengelolaan, atau Hak Milik Atas Satuan Rumah Susun. 

Dengan pendaftaran tanah, dapat diketahui secara pasti informasi 

mengenai tanah, seperti luas, letak, dan batas-batasnya. Ini mencakup data 

fisik tanah dan informasi tentang bangunan atau struktur lain yang mungkin 

ada di atasnya. Informasi mengenai karakteristik fisik tanah, termasuk ukuran, 

 
18 Ibid, hlm. 150-152 
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batas, dan letaknya. Ini melibatkan keterangan tentang struktur bangunan yang 

mungkin ada di atas tanah tersebut. Informasi mengenai status hukum tanah, 

pemegang hak, pihak terkait, dan beban-beban hukum lainnya yang 

mempengaruhi tanah tersebut. Pemberian sertipikat hak merupakan langkah 

terakhir dari kegiatan pendaftaran tanah. Sertipikat hak berfungsi sebagai alat 

pembuktian hak yang kuat, memberikan jaminan kepastian hukum dan 

perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah.19 

Data fisik termasuk informasi tentang ukuran, letak, dan batas-batas 

tanah. Juga mencakup informasi mengenai bangunan atau struktur lain yang 

mungkin ada di atas tanah. Sedangkan data yuridis termasuk informasi 

mengenai status hukum tanah, pemegang hak, pihak terkait, dan beban-beban 

hukum lainnya yang mempengaruhi tanah tersebut. Dengan penerbitan 

sertipikat hak atas tanah, tujuan utama adalah memberikan kepastian dan 

perlindungan hukum bagi pemegang hak, sehingga tanah dapat dimanfaatkan 

dan dikelola dengan aman dan teratur sesuai dengan peraturan yang 

berlaku.20 

2.2.4. Kekuatan Pembuktian Sertipikat  

Pada dasarnya, konsep yang dijelaskan mengenai kehilangan hak 

setelah lima tahun tidak menggunakan hak atas tanah dan tidak mengajukan 

 
19 Ibid, hlm. 161. 
20 Ibid, hlm. 162. 
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keberatan mirip dengan konsep hukum yang dikenal sebagai 

"rechtsverwerking" atau hilangnya hak karena kelalaian atau penundaan yang 

berkelanjutan dalam menjalankan hak tersebut. Konsep ini berlaku dalam 

berbagai sistem hukum untuk memberikan kepastian hukum dan mendorong 

pemanfaatan properti secara aktif. 

Dalam konteks hukum agraria di Indonesia, aturan tersebut 

menjelaskan bahwa setelah lima tahun sertipikat hak atas tanah diterbitkan 

secara sah, pihak lain yang merasa memiliki hak atas tanah tersebut tidak 

dapat lagi menuntut pelaksanaan haknya, kecuali jika mereka mengajukan 

keberatan dalam waktu lima tahun sejak sertipikat itu diterbitkan. 

Prinsip ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada 

pemegang hak atas tanah dan mendorong pemanfaatan tanah yang efisien. 

Selain itu, prinsip ini melibatkan aspek itikad baik, di mana orang yang 

menguasai tanah tersebut dengan itikad baik dapat memperoleh hak atas 

tanah tersebut jika pemegang hak sebelumnya tidak aktif menggunakan 

haknya. 

Namun, dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa hukum bisa 

kompleks, dan prinsip ini tidak selalu berlaku tanpa pengecualian. Dalam 

kasus-kasus tertentu, ada kemungkinan bahwa pihak yang merasa memiliki 

hak atas tanah masih dapat mengajukan tuntutan walaupun telah berlalu lima 

tahun, tergantung pada keadaan spesifik dan undang-undang yang berlaku. 
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Oleh karena itu, konsultasi dengan ahli hukum setempat adalah langkah yang 

bijak dalam memahami implikasi hukum yang lebih mendalam..21 

Prinsip ini adalah bagian dari upaya untuk menjaga keseimbangan 

antara hak dan kewajiban pemegang hak atas tanah dengan memberikan 

insentif untuk penggunaan aktif hak atas tanah. Dengan memberikan jaminan 

bahwa setelah lima tahun pemegang hak dapat merasa lebih aman dari 

kemungkinan gugatan yang dapat menyebabkan ketidakpastian hukum, ini 

diharapkan dapat mendorong penggunaan dan pengembangan tanah dengan 

lebih efisien. 

Konsep publikasi negatif bertendensi positif, di mana bukti hak dianggap 

kuat kecuali ada putusan hakim yang menyatakan sebaliknya, mencerminkan 

pendekatan keamanan hukum yang lebih proaktif dalam hal hak atas tanah. Ini 

membantu menciptakan kepastian hukum yang diperlukan untuk mendukung 

investasi dan pengembangan properti. 

Namun, seperti yang diindikasikan sebelumnya, prinsip-prinsip ini dapat 

memiliki pengecualian dan pertimbangan khusus tergantung pada kondisi dan 

peristiwa spesifik. Konsultasi dengan ahli hukum yang memiliki pemahaman 

mendalam tentang konteks hukum di Indonesia adalah langkah yang bijak 

untuk memastikan pemahaman yang tepat tentang implikasi hukumnya. 

 
21 Maria Sumarjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, Buku 

Kompas, Jakarta, 2006, hlm. 183. 
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2.3. Dasar Hukum Pendaftaran Tanah 

Pendaftaran tanah, memiliki sejarah panjang yang berkaitan dengan 

perpajakan dan catatan kepemilikan tanah. Penggunaan istilah yang mirip di 

berbagai bahasa dan budaya mencerminkan pentingnya konsep ini dalam 

mengelola dan melacak informasi tentang tanah dan properti. 

Seiring perkembangan teknologi, pendaftaran tanah telah mengalami 

transformasi dan modernisasi, memungkinkan pengelolaan data yang lebih 

efisien dan akurat. Namun, inti dari konsep ini, yaitu menciptakan rekaman 

yang jelas tentang kepemilikan tanah dan nilai properti, tetap menjadi elemen 

kunci dalam sistem pendaftaran tanah di seluruh dunia.22 

Dasar hukum tentang pendaftaran tanah, diantaranya: 

a. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar 

Pokok Agraria. 

b. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tetang Pendaftaran 

Tanah. 

c. Peraturan Menteri Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang 

Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. 

d. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 6 Tahun 2018 

tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap. 

 
22 A.P. Parlindungan. 1999. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung. Mandar Maju. 

hlm. 18. 
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e. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 

tentang Pendaftaran Tanah. 

2.3.1. Asas dan Tujuan Pendaftaran Tanah 

Asas-asas pendaftaran tanah berdasarkan Peraturan Pemerintah No 24 

tahun 1997, diantaranya: 

a. Asas Aman; 

b. Asas Terjangkau;  

c. Asas Mutakhir; 

d. Asas Terbuka; 

Penerapan asas-asas ini secara bersama-sama menciptakan sistem 

pendaftaran tanah yang efisien, adil, dan dapat diandalkan bagi semua pihak 

yang terlibat..23 

Penerbitan sertifikat hak atas tanah bukan hanya memberikan 

kepastian hukum tetapi juga memberikan perlindungan hukum kepada 

pemegang hak. Pemegang sertifikat memiliki dasar hukum yang kuat untuk 

melindungi haknya terhadap pihak lain. Sertifikat hak atas tanah adalah alat 

bukti yang kuat mengenai kepemilikan atau penguasaan tanah. Ini 

 
23 Urip Santoso. 2010. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Cetakan 2. Jakarta. 

Kencana.  
hlm. 16-17. 
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memudahkan pemilik tanah untuk membuktikan haknya dalam transaksi 

hukum, seperti jual beli, waris, dan lainnya. 

Dengan adanya sertifikat hak atas tanah, konflik terkait kepemilikan 

tanah dapat diminimalkan. Sertifikat menjadi dasar yang jelas untuk 

menyelesaikan sengketa dan konflik yang mungkin timbul. Pendaftaran tanah 

yang baik juga menciptakan transparansi dalam kepemilikan tanah dan 

meningkatkan efisiensi dalam transaksi tanah. Informasi yang terdokumentasi 

dengan baik dapat diakses oleh masyarakat umum, mengurangi 

ketidakpastian dan kesulitan dalam proses transaksi. Dengan tujuan-tujuan 

tersebut, pendaftaran tanah dan sertifikat hak atas tanah menjadi instrumen 

kunci dalam pembangunan hukum agraria yang adil, efisien, dan 

berkeadilan..24  

 

 

 

 

 

 
24 Ali Achmad Chomzah. 2004. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia. Jilid 2. Jakarta. 

Prestasi Pustaka. hlm. 23 
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Kedudukan Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah 
(Putusan Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo 

No.2/Pdt.g/2020/PN.GTO) 
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2.5. DEFINISI OPERASIONAL 

1. Teori Pembuktian adalah rangkaian peraturan tata tertib yang harus 

dipedomani Hakim dalam proses persidangan untuk menjatuhkan 

putusan bagi pencari keadilan. 

2. Teori Kepastian Hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, 

bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan 

bahwa putusan dapat dilaksanakan. 

3. Bukti Sertipikat adalah Sertipikat hak atas tanah merupakan bukti hak 

sebagai perwujudan dari proses pendaftaran tanah yang dapat 

memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi 

pemegangnya. 

4. Jaminan Kepastian Hukum Sertipikat Hak Milik Atas Tanah adalah 

Pendaftaran tanah bertujuan untuk menjamin kepastian hukum hak atas 

tanah. intinya tujuan dari pendaftaran tanah adalah untuk memberikan 

kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas 

suatu bidang tanah 

5. Kepastian hukum obyek hak adalah Penetapan letak tepat bidang tanah 

merupakan salah satu yang sangat menentukan nilai kepastian hukum 

hak atas tanah yang terdaftar.  

6. Kepastian Hukum Status Tanah adalah Kajian terhadap status hukum 

suatu hak atas tanah penting dilakukan untuk menggali tentang jaminan 
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kepastian hukum terhadap sertipikat hak atas tanah yang akan 

diterbitkan 

7. Kepastian Hukum Subyek Tanah adalah kepastian subyek hak 

merupakan upaya untuk membuktikan kebenaran hak yang 

dimohonkan dilakukan dengan cara menelaah riwayat 

penguasaan/pemilikan tanah secara runtut dari awal sampai dengan 

dikuasai/dimiliki oleh si pemohon hak termasuk proses perolehan 

haknya (baik penguasaan langsung maupun peralihan atau 

pemindahan hak). 

8. Alat  Bukti Surat  dibawah tangan adalah Perjanjian yang dibuat dalam 

bentuk tulisan dapat berupa akta. Pada umumnya akta itu adalah suatu 

surat yang ditandatangani, yang memuat keterangan tentang kejadian-

kejadian atau hal-hal, yang merupakan dasar dari suatu perjanjian. 

9. Proses Sertipikat Hak Atas Tanah adalah  seluruh tanah yang belum 

memiliki sertifikat (termasuk juga surat kepemilikan tanah) harus 

didaftarkan konversi haknya ke negara melalui Kantor Pertanahan 

setempat.  

10. Sertipikat Sebagai Alat Bukti Di Pengadilan adalah Salah satu tujuan 

pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum dan 

perlindungan kepada pemegang hak atas suatu bidang tanah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN  

3.1. JENIS PENELITIAN 

Jenis Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian 

hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data 

sekunder,25 disebut juga penelitian doktrinal, dimana hukum seringkali 

dikonsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan 

(law in books) atau dikonsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan 

patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.26 

Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum normatif adalah 

suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, 

maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.27 

Berdasarkan definisi diatas, maka jenis penelitian yang dilakukan dalam 

penelitian tesis ini adalah penelitian hukum normatif, karena peneliti 

menggunakan bahan-bahan kepustakaan sebagai data utama untuk 

menganalisis Putusan, menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder). 

Disamping itu juga, peneliti melakukan analisis terkait pertimbangan hakim, 

 
25 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan 

Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013, halaman 13 
26 Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja 

Grafindo Persada, 2006, halaman 118. 
27 Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 2007, 

halaman 35. 
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dengan menganalisis putusan serta wawancara langsung dengan hakim 

dalam hal memutuskan perkara tersebut, sehingga penelitian ini bisa 

dikategorikan penelitian normative-empiris. Hanya jaga pendekatan utama 

yang digunakan adalah dengan menggunakan bahan sekunder. 

3.2. METODE PENDEKATAN  

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan 

perundang undangan (statute approach) yang dilakukan dengan menelaah 

semua peraturan perundang undangan yang bersangkut paut dengan isu 

hukum yang ditelitili, selanjutnya menggunakan pendekatan konseptual 

(Conseptual Approach) yakni memahami konsep-konsep yang berkaitan 

dengan penormaan dalam suatu perundang undangan apakah telah sesuai 

dengan ruh yang terkandung dalam konsep hukum-hukum yang mendasari 

peraturan tersebut. sehingga dalam penelitian ini menggunakan kepustakaan 

atau studi dokumen dan pendapat para ahli yang berhubungan dengan UU. 

No. 5 Tahun 1960 tentang peraturan dasar pokok agraria. Peneliti akan 

mempergunakan data kepustakaan sebagai data sekunder. 

3.3. SUMBER DATA 

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari : 

a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan 

perundang-undangan. Bahan ini antara lain adalah peraturan 

perundang-undangan seperti Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 

tentang peraturan dasar pokok Agraria. 
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b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku-

buku, jurnal-jurnal hukum, pendapat para sarjana (doktrin), kasus-

kasus hukum, jurisprudensi, dan hasil-hasil simposium mutakhir, 

yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.28 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan 

petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan 

hukum sekunder, misalnya penjelasan perundang-undangan, 

ensiklopedi hukum, dan indeks majalah hukum. 

3.4. TEKNIK PENGUMPULAN DATA 

Untuk memperoleh hasil yang objektif dan dapat dibuktikan kebenaran 

serta dapat dipertanggungjawabkan hasilnya, maka dipergunakan alat 

pengumpulan data dengan cara Studi Kepustakaan (Library Research) Studi 

ini dilakukan dengan cara mengumpulkan data sekunder yang meliputi bahan 

hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Data yang 

diperoleh digunakan sebagai dasar teori untuk menganalisis data primer yang 

diperoleh dari penelitian lapangan. Data sekunder yang berasal dari Peraturan 

Perundang-undangan, buku teks, data dari instansi atau lembaga lain yang 

memiliki keterkaitan dengan judul penelitian ini. 

 

 

 
28 Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 

Publishing, 2006, halaman 295. 
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3.5. TEKNIK ANALISIS DATA 

Keseluruhan data yang terdiri dari data primer dan data sekunder 

(bahan hukum primer, sekunder dan tersier) akan diolah dan dianalisis secara 

kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan tahap penelitian yang melampaui 

berbagai tahapan berfikir kritis ilmiah, dimana penelitian dilakukan secara 

induktif, yaitu mengungkap berbagai fakta atau fenomena-fenomena yang 

diperoleh dari pengamatan di lapangan, lalu menganalisisnya. Selanjutnya 

berupaya melakukan teorisasi berdasarkan pengamatan tersebut. 
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BAB IV 

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

4.1 Kedudukan sertipikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti pada 

putusan pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo 

No.2/Pdt.g/2020/PN.GTO 

Kepemilikan sertifikat hak atas tanah memiliki signifikansi penting dalam 

melindungi hak atas tanah rakyat Indonesia dan mendukung tujuan Undang-

Undang Pokok Agraria. Undang-Undang ini bertujuan untuk menciptakan 

dasar hukum yang memberikan kepastian hukum. Untuk mencapai kepastian 

hukum ini, pemerintah melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah 

Republik Indonesia, sebagaimana diatur dalam Pasal 19 ayat (1) UUPA.29 

Pendaftaran tanah melibatkan pengukuran, perpetaan, dan pembukuan tanah, 

serta pencatatan hak atas tanah dan peralihan hak tersebut. Hal ini merupakan 

bagian integral dari proses pendaftaran tanah. Sertifikat tanah, yang berlaku di 

Indonesia, digunakan sebagai bukti kepemilikan hak atas tanah. Namun, 

penting untuk dicatat bahwa sertifikat ini tidak bersifat mutlak, artinya dapat 

dibatalkan jika terdapat cacat hukum.30 

 
29 Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan “Sebuah Refleksi Keadilan Hukum 

Progresif”, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 172. 
30 Prama Widyanugraha, “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap 

Dikaitkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, 
Volume 3, Nomor 2, Maret 2019, hlm. 209. 
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Sertifikat adalah dokumen tertulis yang memberikan bukti sah terkait 

kepemilikan hak atas tanah, memberikan perlindungan hukum. Meskipun 

sertifikat ini penting, biaya tinggi dan prosedur rumit yang terlibat dalam 

perolehannya tidak selalu menjamin kepastian hukum bagi masyarakat. Pihak 

yang merasa memiliki klaim atas tanah yang sama dapat tetap mengajukan 

gugatan hukum untuk membuktikan hak kepemilikan mereka dan berupaya 

membatalkan sertifikat yang telah diterbitkan melalui putusan hakim yang 

berkekuatan hukum tetap. 

4.1.1 Kekuatan Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan Sertifikat 

Hak Atas Tanah 

Pendaftaran hak atas tanah dalam kerangka sistem birokrasi dan 

pelayanan publik Badan Pertanahan Nasional (BPN) adalah proses yang diatur 

oleh Pasal 1 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 

atas Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah. Ini melibatkan serangkaian tindakan yang terus 

menerus, berkesinambungan, dan teratur yang dilakukan oleh Pemerintah. 

Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pembukuan, penyajian, 

dan pemeliharaan data fisik dan hukum yang berkaitan dengan bidang-bidang 

tanah dan satuan-satuan rumah susun. Proses ini juga mencakup pemberian 

surat tanda bukti hak atas tanah bagi bidang-bidang tanah yang sudah memiliki 
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hak atasnya, hak milik atas satuan rumah susun, dan hak-hak khusus yang 

berlaku pada tanah tersebut. 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 menerapkan sistem 

publisitas negatif dengan unsur positif. Artinya, dalam sistem ini, pihak yang 

merasa memiliki hak yang lebih kuat dan sah terhadap tanah memiliki 

kesempatan untuk mengklaim kepemilikan hak atas tanah tersebut. Sistem ini 

memberikan peluang kepada individu atau pihak yang mengklaim memiliki hak 

yang lebih kuat daripada yang tercatat dalam pengakuan kepemilikan hak atas 

tanah. Namun, sistem ini memiliki kekurangan, yaitu ketidakpastian hukum 

terkait hak atas tanah, karena tidak ada jaminan mutlak terhadap kepemilikan 

tanah.31 

Tujuan kebijakan hukum pertanahan dalam menggunakan sistem 

publisitas negatif dengan unsur positif sangat berkaitan erat dengan tujuan 

keseluruhan sistem hukum pertanahan, yang pada dasarnya adalah 

menciptakan keadilan sosial dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, 

pemilihan sistem hukum pertanahan dengan stelsel publisitas negatif yang 

memiliki unsur positif seharusnya difokuskan pada prinsip-prinsip hukum 

dasar, yaitu menciptakan ketertiban, keteraturan, kedamaian, serta keadilan. 

Dengan demikian, pemilihan sistem hukum pertanahan yang berorientasi pada 

stelsel publisitas negatif dengan unsur positif bertujuan untuk mendukung 

 
31 Ibid.  
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prinsip-prinsip dasar hukum dan menciptakan lingkungan hukum yang adil, 

teratur, damai, dan sejahtera bagi masyarakat..32 

Tahapan pelaksanaan pendaftaran hak atas tanah diatur secara rinci 

dan bertujuan untuk mencapai misi dari kebenaran sistem publisitas negatif. 

Dalam tahap ini, langkah-langkah konkret diambil untuk memastikan bahwa 

setiap klaim atau klaim atas hak kepemilikan tanah dapat diperiksa dengan 

cermat dan adil. Ini juga memastikan bahwa pendaftaran hak atas tanah 

berlangsung secara transparan dan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan. 

Ada dua cara yang bisa dilakukan dalam mendapatkan sertifikat hak 

atas tanah dengan dilaksanakan pendaftaran tanah untuk pertama kali. 

Adapun acaranya melalui pendaftaran tanah secara sistematik dan 

pendaftaran tanah secara sporadik.33 Pendaftaran tanah secara sistematik 

adalah proses pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali, dan 

proses ini melibatkan registrasi serentak semua objek pendaftaran tanah yang 

sebelumnya belum terdaftar di wilayah atau bagian wilayah tertentu dalam 

suatu desa atau kelurahan. Pendaftaran tanah secara sistematik ini biasanya 

diinisiasi oleh pemerintah dan didasarkan pada rencana kerja jangka panjang 

dan tahunan yang ditetapkan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan 

 
32 Rizki Aldila Rajab, Sertifikat Hak atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran 

Tanah, Notarius Vol 13 No 2, 2020, h. 646 
33Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 

Jakarta, 2005, hlm. 188.. 
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Pertanahan Nasional. Dimulai dengan pembuatan peta dasar pendaftaran. 

Pembuatan peta ini bertujuan untuk memisahkan dan mengidentifikasi dengan 

jelas bidang-bidang tanah yang sudah terdaftar dalam sistem, sehingga dapat 

dibedakan dari tanah yang belum terdaftar.34 

Pendaftaran tanah secara sporadik adalah proses pendaftaran tanah 

untuk pertama kalinya yang melibatkan satu atau beberapa objek pendaftaran 

tanah dalam wilayah atau bagian wilayah tertentu dari suatu desa atau 

kelurahan. Proses ini dapat dilakukan secara individual atau dalam jumlah 

besar. Pendaftaran tanah secara sporadik biasanya dilaksanakan berdasarkan 

permintaan dari pihak yang memiliki kepentingan dalam objek pendaftaran 

tanah yang bersangkutan, yaitu pihak yang memiliki hak atas tanah tersebut 

atau pihak yang memiliki kuasa atas tanah tersebut.35 

Dalam Pasal 23 ditentukan bahwa untuk keperluan pendaftaran hak 

sebagai berikut:36 

1. Hak atas tanah baru, data yuridisnya dibuktikan dengan: 

a. Penetapan pemberian hak dari pejabat yang berwenang 

memberikan hak yang bersangkutan menurut ketentuan yang 

berlaku, apabila pemberian hak tersebut berasal dari tanah negara 

 
34 Ibid. 
35 Ibid. 
36 Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, Hak 

Sewa guna, Dan Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta: 2003, hlm. 37. 
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atau tanah hak pengelolaan yang dapat diberikan secara individual, 

kolektif ataupun secara umum.  

b. Asli akta Peraturan Pemerintah yang memuat pemberian hak 

tersebut oleh pemegang Hak Milik kepada penerima hak yang 

bersangkutan, apabila mengenai Hak Guna Bangunan, dan Hak 

Pakai atas Tanah Hak Milik. 

c. Hak pengelolaan dibuktikan dengan penetapan pemberian hak 

pengelolaan oleh pejabat yang berwenang. 

d. Tanah wakaf dibuktikan dengan akta ikrar wakaf, ditinjau dari sudut 

objeknya pembukuan tanah wakaf merupakan pendaftaran tanah 

untuk pertama kali, meskipun bidang tanah yang bersangkutan 

sebelumnya sudah didaftar sebagai tanah Hak Milik 

2. Hak Milik Atas Rumah Susun dibuktikan dengan akta pemisahan. 

Pembukuannya merupakan pendaftaran untuk pertama kali, biarpun 

hak atas tanah tempat bangunan gedung rumah susun yang 

bersangkutan berdiri sudah didaftar.  

3. Pemberian Hak Tanggungan dibuktikan dengan Akta Pemberian Hak 

Tanggungan. 

Pembuktian hak-hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak 

lama, data yuridisnya dilakukan dengan berdasarkan alat-alat bukti yang 

mencakup bukti tertulis, keterangan saksi, dan/atau pernyataan dari pihak 
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yang bersangkutan. Kadar kebenaran alat-alat bukti ini akan dinilai oleh Panitia 

Ajudikasi atau oleh Kepala Kantor Pertanahan, dan jika dianggap cukup valid, 

maka menjadi dasar untuk mendaftarkan hak tersebut oleh pemegang hak dan 

juga hak-hak pihak lain yang membebaninya. 

Penjelasan Pasal 24 Ayat (1) mengenai alat-alat bukti pemilikan hak 

atas tanah sangat penting dalam proses pendaftaran dan pemilikan hak tanah. 

Menurut penjelasan ini, alat-alat bukti tersebut mencakup bukti pemilikan yang 

mencantumkan nama pemegang hak pada saat berlakunya Undang-Undang 

Pokok Agraria (UUPA). Jika hak atas tanah tersebut telah mengalami peralihan 

kepemilikan, maka bukti peralihan hak harus disusun secara berurutan hingga 

mencapai pemegang hak saat proses pembukuan hak dilaksanakan. 

Penjelasan ini juga menggarisbawahi pentingnya mencatat riwayat 

kepemilikan tanah, yang biasanya termaktub dalam sebuah berita asal-usul 

(riwayat) kepemilikan yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Kelurahan. Berita 

asal-usul ini mencakup sejarah kepemilikan tanah dan mengacu pada bukti-

bukti hak (surat-surat) yang menjadi dasar kepemilikan. Surat-surat tersebut 

dapat berasal dari instansi atau badan tertentu, atau mungkin dari individu 

yang memiliki hak atas tanah tersebut sebelumnya. Surat-surat ini bisa berasal 

dari instansi pemerintah atau lembaga, atau mungkin dari pihak yang memiliki 
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hak sebelumnya, seperti hak atas tanah Negara atau penguasaan atas tanah 

Vervonding Indonesia.37 

Selanjutnya dijelaskan dalam Penjelasan Ayat (1), bahwa alat-alat bukti 

tertulis dimaksud dalam Pasal 24 Ayat (1) di atas dapat berupa:38 

1. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan 

Overschryvings Ordonnantie (Staatsblad 1834-27) yang telah dibubuhi 

catatan, bahwa hak eigendom yang bersangkutan dikonversi menjadi 

Hak Milik atau; 

2. Grosse akta hak eigendom yang diterbitkan berdasarkan Ordonnantie 

tersebut sejak berlakunya UUPA sampai PP No 10 Tahun 1961 di 

daerah yang bersangkutan atau; 

3. Surat tanda bukti Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan 

Swapraja yang bersangkutan atau; 

4. Sertifikat Hak Milik yang diterbitkan berdasarkan Peraturan Menteri 

Agraria Nomor 9 Tahun 1999 atau; 

5. Surat keputusan pemberian hak milik dari pejabat yang berwenang, baik 

sebelum atau sejak berlakunya UUPA, yang tidak disertai kewajiban 

untuk mendaftarkan hak yang diberikan, tetapi telah dipenuhi semua 

kewajiban yang disebut didalamnya atau; 

 
37 Edy Gunawan, Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak atas Tanah Sebagai Alat Bukti 

dalam Perkara Perdata, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 1 No 2, 2020, h. 360. 
38 Ibid. 
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6. Akta pemindahan hak yang dibuat dibawah tangan, yang dibubuhi tanda 

berlakunya Peraturan Pemerintah ini. Ini merupakan perubahan Pasal 

19 kesaksian oleh Kepala Adat/Kepala Desa/Kelurahan, yang dibuat 

sebelum PP No 10 Tahun 1961, yang menentukan bahwa harus ada 

bukti akta PPAT, sejak Peraturan Pemerintah tersebut mulai 

dilaksanakan disuatu daerah atau; 

7. Akta pemindahan hak atas tanah yang dibuat oleh PPAT, yang 

tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan: atau tanahnya 

yang sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran pemindahan 

haknya pada Kantor Pertanahan) atau; 

8. Akta ikrar wakaf/surat ikrar yang dibuat sebelumnya atau sejak mulai 

dilaksanakannya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1977 atau; 

9. Risalah lelang yang dibuat oleh Pejabat Lelang yang berwenang, yang 

tanahnya belum dibukukan (seharusnya ditambahkan: atau yang 

tanahnya sudah dibukukan, tetapi belum diikuti pendaftaran haknya 

pada Kantor Pertanahan) atau;  

10. Surat penunjukan atau pembelian (seharusnya pemberian kaveling 

tanah pengganti tanah yang diambil oleh pemerintah atau pemerintah 

daerah; 

11. Petuk Pajak Bumi, girik, pipil, kekitir, dan Vervonding Indonesia 

sebelumnya berlakunya PP No 10 Tahun 1961 (seharusnya: sebelumn 



 

52 
 

berlakunya UUPA. Sejak mulai berlakunya UUPA tidak dipungut lagi 

Pajak Bumi, karena tidak ada lagi tanah Hak Milik Adat) atau; 

12. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat oleh Kantor 

Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan atau; 

13. Lain-lain bentuk alat pembuktian tertulis dengan nama apapun juga 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Pasal VI dan Pasal VII 

ketentuanketentuan Konversi UUPA. 

Dalam kasus ini, keterangan saksi dan/atau pernyataan pemilik tanah 

yang dipercaya kebenarannya dapat dijadikan alat dukung bukti kepemilikan, 

jika dalam hal kepemilikan bukti tertulis tersebut tidak lengkap. Atas 

keterangan saki dan/atau pernyataan pemilik tanah untuk memastikan 

kebenarannya maka dapat dilakukan dengan pemeriksaan saksi-saksi yang 

dilakukan penilaian atas kebenarannya ditentukan menurut pendapat Ajudikasi 

atau Kepala Kantor Pertanahan, demikian dijelaskan lebih lanjut dalam 

Penjelasan Ayat (1) Pasal 24 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang 

Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah. Keterangan saksi atau 

pernyataan yang bersangkutan mengenai pemilikan tanah berfungsi 

menguatkan bukti tertulis yang tidak lengkap tersebut, atau sebagai pengganti 

bukti tertulis yang tidak ada lagi. Yang dimaksud dengan saksi adalah orang 

yang cakap memberikan kesaksian dan mengetahui kepemilikan tanah yang 

bersangkutan. 
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Pasal 24 PP No 24 Tahun 1997 atas kepemilikan tersebut ada tiga 

kemungkinan alat pembuktiannya, yaitu:39 

1. Bukti tertulisnya lengkap: tidak memerlukan tambahan alat bukti lain; 

2. Bukti tertulisnya sebagian tidak ada lagi: diperkuat keterangan saksi dan 

atau pernyataan yang bersangkutan; 

3. Bukti tertulisnya semuanya tidak ada lagi: diperkuat keterangan saksi 

dan atau pernyataan yang bersangkutan.  

Pasal 24 Ayat (2) menjelaskan tentang proses pembukuan hak dalam 

situasi di mana pemilikan hak atas tanah didasarkan pada bukti tertulis, 

kesaksian saksi, atau pernyataan dari pihak yang dapat dipercaya 

kebenarannya mengenai kepemilikan tanah yang bersangkutan, seperti yang 

disebutkan dalam Ayat (1) sebelumnya. Dalam hal seperti ini, pembukuan hak 

dapat dilakukan tanpa memerlukan bukti kepemilikan tanah secara fisik oleh 

pemohon pendaftaran atau pendahuluan-pendahuluannya selama 20 tahun 

atau lebih secara berturut-turut. 

Namun, semua alat bukti yang digunakan dalam proses pendaftaran 

hak atas tanah akan diteliti melalui pengumuman. Hal ini bertujuan untuk 

memberikan kesempatan kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk 

 
39 Regina Pricylia Pantas, “Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam 

Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah”, Lex Privatum, Vol. VI, No. 8, 2018, h. 38.  
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mengajukan keberatan jika ada ketidaksetujuan atau perselisihan terkait 

kepemilikan hak atas tanah tersebut. 

Penjelasannya Ayat (2) tersebut, dirinci syarat-syarat yang harus 

dipenuhi bagi pembukuan hak yang bersangkutan, yaitu:40 

1. Penguasaan dan penggunaan tanah yang bersangkutan dilakukan 

dengan itikad baik, secara nyata dan terbuka selama waktu yang 

disebut di atas; 

2. Kenyataannya penguasaan dan penggunaan tanah tersebut selama itu 

tidak diganggu dan karena itu dianggap diakui dan dibenarkan oleh 

masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan atau 

pihak lainnya; 

3. Hal-hal tersebut, yaitu penguasaan dan penggunaan tanah yang 

bersangkutan serta tidak adanya gangguan, diperkuat oleh kesaksian 

orang-orang yang dapat dipercaya; 

4. Telah diadakan penelitian mengenai kebenaran hal-hal yang disebutkan 

di atas; 

5. Telah diberi kesempatan kepada pihak lain untuk mengajukan 

keberatan melalui pengumuman sebagaimana dimaksud pasal 26; 

 
40 Opcit. Sertifikat Hak atas Tanah dalam Kepastian Hukum Pendaftaran Tanah, Notarius Vol 
13 No 2, 2020, h. 649. 
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6. Akhirnya kesimpulan mengenai status tanah dan pemegang haknya 

dituangkan dalam keputusan berupa pengakuan hak yang 

bersangkutan oleh panitia ajudikasi/kepala kantor pertanahan. 

Keseluruhan proses pelaksanaan pendaftaran tanah, sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 19 UUPA bahwa kebijakan hukum pertanahan yang 

ditujukan kepada pemerintah agar melaksanakan pendafataran tanah 

diseluruh wilayah Indonesia yaitu bertujuan untuk menjamin kepastian hukum 

Recht Kadaster, untuk menuju ke arah pemberian kepastian hak atas tanah. 

“Recht Kadaster” artinya yang bertujuan menjamin kepastian hukum, dengan 

diselenggarakannya pendaftaran tanah, maka pihak-pihak yang bersangkutan 

dengan mudah dapat mengetahui status hukum dari tanah tertentu yang 

dihadapinya, letak, luas dan batasbatasnya, siapa yang empunya dan 

bebanbeban apa yang melekat diatas tanah tersebut. 

4.1.2 Perlindungan Hukum terhadap Orang atau Badan Hukum sebagai 

Pemegang Hak 

Hak-hak subyek hukum atas suatu bidang tanah yang telah dibuktikan 

dengan sertifikat harus dilindungi karena sertifikat hak atas tanah adalah bukti 

tertulis yang dikeluarkan oleh Pejabat Umum yang berwenang. Menurut Pasal 

164 Hukum Acara Perdata (HIR) dan Pasal 1866 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata (KUHPerdata), sertifikat hak atas tanah dianggap sebagai 

bukti otentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna. Lebih lanjut, 
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dalam Pasal 32 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, 

dijelaskan secara tegas bahwa sertifikat hak atas tanah merupakan surat tanda 

bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang sangat kuat. Ini berarti 

bahwa sertifikat tersebut memiliki nilai hukum yang tinggi dan dianggap 

sebagai bukti yang sangat meyakinkan mengenai hak kepemilikan tanah. Oleh 

karena itu, sertifikat hak atas tanah adalah alat pembuktian yang sangat kuat 

dan harus dilindungi oleh hukum untuk memastikan kepastian dan keadilan 

dalam hal kepemilikan tanah.41  

Suatu sertifikat hak atas tanah dapat digugat oleh pihak lain yang 

berkepentingan yang merasa dirinya dirugikan. Dalam hal sertifikat ganda hak 

atas tanah, maka akan timbul suatu tumpang tindih dan ketidakpastian 

mengenai siapakah yang berhak untuk memegang hak atas tanah. Dengan 

demikian harus ada bentuk perlindungan hukum agar menjadi pasti siapa 

sebenarnya pemegang yang sah suatu hak atas tanah yang telah 

disertifikasikan. 

Perlindungan hukum secara preventif sebagai upaya untuk memberikan 

perlindungan yang bertujuan untuk mencegah terjadinya suatu sengketa yang 

dilakukan dengan pengarahan tindakan pemerintah yang memiliki sikap 

kehati-hatian dalam pengambilan suatu keputusan yang berdasarkan diskresi. 

 
41 Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat Bukti 

Otentik Menurut UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, 
No. 5, (2017), 137. 
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Perlindungan hukum yang bersifat preventif dapat dikatakan sebagai suatu 

bentuk perlindungan yang diberikan oleh pemerintah sebelum terjadinya suatu 

pelanggaran yang tercantum didalam suatu peraturan perundang-undangan 

yang dilakukan dengan memberikan suatu batasan didalam melakukan 

perbuatan hukum. Sedangkan perlindungan hukum represif merupakan 

tindakan hukum yang diberlakukan sebagai respons terhadap pelanggaran 

hukum. 

Perlindungan hukum yang dapat diberikan bisa secara preventif dan 

secara represif yang meliputi:42 

1. Dalam ketentuan Pasal 32 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 

Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah telah memberikan 

perlindungan, dimana seseorang yang tercantum namanya dalam 

sertifikat tidak dapat diajukan gugatan oleh pihak lain yang mempunyai 

hak atas tanah setelah 5 tahun dan statusnya sebagai pemilik hak atas 

tanah akan terus dilindungi sepanjang tanah itu diperoleh dengan itikad 

baik dan dikuasai secara nyata oleh pemegang hak yang bersangkutan. 

2. Peran hakim sangat dibutuhkan dalam memeriksa dan memastikan 

kebenaran dari keterangan dalam sertifikat. Hakim harus membuktikan, 

meneliti dan memeriksa asal-usul sertifikat. Harus diselidiki bahwa 

 
42 Tuti, Rezeki. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Jurnal Varia 

Hukum Vol 30, No 39 (2018) 
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orang yang mengajukan pendaftaran hak atas tanah memang berhak 

atas tanah tersebut, maksudnya bahwa ia memperoleh hak atas tanah 

secara sah dari pihak yang berwenang yang mengalihkan hak atas 

tanahnya, dan kebenaran dari keterangan lainnya yang tercantum 

dalam sertifikat. Sehingga nantinya dapat ditentukan siapa pemegang 

sah hak atas tanah dan ia bisa mendapatkan kepastian hukum dari 

kepemilikan sertifikat hak atas tanah tersebut. 

Ketentuan Pasal 32 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 

1997 tentang Pendaftaran Tanah mengatur bahwa sertifikat hak atas tanah 

adalah surat tanda bukti hak yang memiliki kekuatan pembuktian yang kuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang tercantum di dalamnya, selama data-

data tersebut sesuai dengan yang ada dalam surat ukur dan buku tanah yang 

bersangkutan. Artinya, data fisik, seperti informasi tentang letak, batas, dan 

luas tanah, serta data yuridis, seperti status hukum tanah, pemegang haknya, 

hak pihak lain, dan beban-beban lain yang membebani tanah tersebut, yang 

terdapat dalam sertifikat hak atas tanah, dianggap sebagai bukti yang sah dan 

memiliki kekuatan hukum. 

Namun, seperti yang disebutkan bahwa keabsahan sertifikat tersebut 

tetap dapat digugat oleh pihak lain jika mereka memiliki bukti yang kuat yang 

dapat membuktikan sebaliknya. Ini berarti bahwa sertifikat tersebut dapat 

diperiksa ulang atau digugat di pengadilan jika ada perselisihan atau jika ada 
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bukti yang mendukung klaim bahwa data-data yang tercantum dalam sertifikat 

tersebut tidak sesuai atau tidak benar. Proses hukum ini memungkinkan sistem 

hukum untuk menyelesaikan sengketa kepemilikan tanah dan memastikan 

bahwa keputusan yang diambil berdasarkan bukti yang kuat dan sah. 

Dalam situasi di mana terdapat dua sertifikat atau sertifikat ganda yang 

berkaitan dengan sebidang tanah, kedua sertifikat tersebut memiliki kekuatan 

sah sesuai dengan undang-undang sampai ada keputusan pengadilan yang 

memutuskan siapa yang berhak atas tanah tersebut. Ini berarti bahwa pemilik 

sah hak atas tanah harus ditentukan oleh keputusan hakim, yang akan 

memeriksa bukti-bukti yang ada dan faktor-faktor lain yang relevan sebelum 

membuat keputusan. 

Namun, kewenangan hakim dalam menentukan pemegang sah hak 

atas tanah dalam kasus sertifikat ganda dapat menimbulkan putusan yang 

berbeda-beda antara kasus-kasus yang berbeda. Ini bisa mengakibatkan 

ketidakpastian dan potensi konflik antara pemegang sertifikat yang bersaing. 

Oleh karena itu, penting bagi sistem hukum untuk memiliki prosedur yang jelas 

dan transparan dalam menangani kasus sertifikat ganda, serta menjaga 

konsistensi dan keadilan dalam putusan-putusan hakim. 

Berdasarkan uraian diatas, tanah yang menjadi objek sengketa dalam 

kasus ini sepenuhnya adalah milik ahli waris atau pihak penggugat, hal 

tersebut dibuktikan dengan surat pernyataan bagi harta. Sedangkan tergugat 
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dalam hal ini bukan merupakan ahli waris, karena saudara dari ayah 

penggugat tersebut tidak memiliki keturunan/anak, maka Ketika meninggal 

seluruh warisan akan menjadi hak dari ahli waris ayah penggugat. Maka 

secara otomatis, sertifikat tersebut batal demi hukum karena cacat 

administrasi. 

Disamping itu, mencermati masalah pertanahan yang semakin 

kompleks dan meningkat secara kualitas maupun kuantitas, maka diperlukan 

penanganan serius dan sistematis. Penyelesaian sengketa pertanahan melalui 

proses litigasi (peradilan) yang ada dianggap belum mampu menyelesaikan 

sengketa, sehingga dibutuhkan beragam upaya alternatif penyelesaian 

sengketa pertanahan di luar pengadilan (Non-Ligitasi). Mulai dari melalui 

mediasi, fasilitasi, dan lainnya untuk meminimalisir sengketa pertanahan yang 

sarat dengan kepentingan pembangunan maupun masyarakat sendiri.  

Proses mediasi yang dipimpin oleh mediator dari kantor pertanahan 

setempat, para pihak akan diminta untuk memberikan keterangan-keterangan 

dengan disertai bukti-bukti terkait permasalahan yang ada. Jika mediasi 

tersebut berhasil maka antar para pihak tersebut akan disusun perjanjian 

berdasarkan kesepakatan bersama. Namun jika upaya mediasi ternyata tidak 

berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa tetap berhak 

untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan. 
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Proses mediasi yang dipimpin oleh mediator dari kantor pertanahan 

setempat, para pihak akan diminta untuk memberikan keterangan-keterangan 

dengan disertai bukti-bukti terkait permasalahan yang ada. Jika mediasi 

tersebut berhasil maka antar para pihak tersebut akan disusun perjanjian 

berdasarkan kesepakatan bersama. Namun jika upaya mediasi ternyata tidak 

berhasil mencapai kesepakatan, para pihak yang bersengketa tetap berhak 

untuk menyelesaikannya melalui lembaga peradilan. 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) telah menerbitkan Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional RI No. 11 tahun 2009 tentang Kebijakan 

dan Strategis Kepala BPN RI Menangani dan Menyelesaikan Sengketa, Konflik 

dan Perkara Pertanahan tahun 2009, dengan berpedoman pada Keputusan 

Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 34 tahun 2007 tentang Petunjuk 

Teknik (Juknis) Penanganan dan Penyelesaian Masalah Pertanahan. 

Berkaitan dengan teori kepastian hukum, yang dimaksudkan dengan 

kepastian hukum adalah hukum administrasi negara positif harus dapat 

memberikan jaminan kepastian hukum kepada penduduk. Dalam hal ini 

kepastian hukum mempunyai arti yakni mengenai peraturan hukum yang 

mengatur masalah pemerintah tertentu, mengenai kedudukan hukum dari 

subjek dan objek hukum dalam pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum 

Administrasi Negara dan mencegah kemungkinan timbulnya perbuatan 
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sewenang-wenang (eigenrichting) dari pihak manapun, juga tidak dari 

pemerintah. 

Sehingga hal tersebut saling berkaitan satu sama lain dalam 

pelaksanaan peraturan-peraturan Hukum Administrasi Negara, salah satu di 

antaranya terkait dengan pendaftaran tanah sebaimana diatur dalam 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang disempurnakan Kembali 

dalam Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 

tentang pendaftaran tanah, hal tersebut akan menciptakan kepastian 

mengenai kedudukan hukum dari subjek dan objek hukumnya, yaitu aparat 

BPN dan para memegang hak atas tanah, objeknya adalah tanah yang dimiliki 

atau yang dikuasai pemegang hak atas tanah. Mencegah timbulnya perbuatan 

sewenang-wenang karena perbuatan para pihak yang terlibat dalam kegiatan 

pendaftaran tanah. Kepastian Hukum juga sebagai tujuan pendaftaran tanah 

adalah meliputi kepastian objek, kepastian hak dan kepastian subyek. Maka, 

kepastian hukum subjek hak atas tanah, pemegang hak mempunyai 

kewenangan untuk berbuat atas miliknya, sepanjang tidak bertentangan 

dengan undang-undang atau melanggar hak atau kepentingan orang lain. 

Relevansinya dengan penelitian ini adalah pentingnya tanah sebagai 

kebutuhan dasar manusia, dalam menjamin hal tersebut perlu adanya bukti 

otentik yang dapat digunakan sebagai alat pembuktian dikemudian hari. Pada 

dasarnya hal tersebut bukan hanya sebagai bentuk formalitas saja, akan tetapi 
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merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan. Sebagaimana yang telah 

diamanahkan di dalam Pasal 19 UUPA, meskipun tidak ada kata wajib, sesuai 

dengan tujuannya, yaitu akan memberikan jaminan kepastian hukum, maka 

pendaftaran itu diwajibkan bagi para pemegang hak yang bersangkutan. Pada 

tataran kepastian hukum terjamin (dengan dilakukannya Pendaftaran tanah), 

maka implikasi terbesar dalam bidang hukum adalah terminimalisirnya 

sengketa kepemilikan tanah. Pada tahapan terminimalisirnya sengketa tanah 

maka akan tercipta kebahagiaan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. 

4.2 Jaminan Kepastian Hukum sertipikat hak milik atas tanah yang 

dikalahkan oleh surat di bawah tangan berdasarkan putusan 

pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo No.2/Pdt.g/2020/PN.GTO 

Asas kepastian hukum adalah prinsip yang sangat penting dalam sistem 

hukum. Prinsip ini berlandaskan pada peraturan perundang-undangan, 

keadilan, dan ketaatan terhadap kebijakan yang diterbitkan oleh 

penyelenggara negara. Implementasi asas kepastian hukum diperlukan untuk 

menghindari pelbagai permasalahan di masa depan, karena mengikuti aturan 

hukum yang jelas dan dapat dipahami memberikan dasar yang kokoh bagi 

tindakan hukum yang adil. Dalam konteks kepemilikan tanah, pendaftaran 

tanah adalah langkah awal yang krusial dalam proses perolehan sertifikat hak 

atas tanah. Melalui pendaftaran tanah, kepemilikan tanah menjadi 

terdokumentasi dan diatur secara resmi, dan sertifikat hak atas tanah 
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diterbitkan sebagai bukti kepemilikan yang sah. Oleh karena itu, proses 

pendaftaran tanah harus dilaksanakan dengan transparansi, konsistensi, dan 

keadilan, sehingga pemegang hak atas tanah dapat mempercayai bahwa hak 

mereka akan diakui dan dilindungi oleh hukum..43 

Apabila pemegang sertifikat hak atas tanah telah melakukan 

pendaftaran hak atas tanahnya, maka yang dipergunakan untuk menunjukkan 

diberlakukannya asas kepastian hukum ditandai dengan adanya salinan 

register yang menunjukkan bahwa sertifikat tersebut sudah didaftarkan.  

4.2.1 Pembuktian Kepemilikan Hak atas Tanah 

Sertifikat hak atas tanah adalah alat bukti yang paling kuat dalam 

menunjukkan kepemilikan hak atas tanah. Ini sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) 

huruf c dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) di Indonesia, di mana 

sertifikat dianggap sebagai alat bukti yang kuat. Data fisik dan data yuridis yang 

tercantum dalam sertifikat dianggap benar sepanjang tidak dapat dibuktikan 

sebaliknya oleh alat bukti lain, termasuk sertifikat atau bukti lainnya. Sertifikat 

hak atas tanah adalah alat penting untuk menciptakan kepastian hukum dalam 

kepemilikan tanah dan melindungi hak-hak pemilik tanah. Ini juga membantu 

 
43 Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008), hal.154 
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dalam menghindari konflik dan sengketa tanah, karena sertifikat ini 

memberikan bukti yang sah tentang kepemilikan.44 

Sistem publikasi negatif, seperti yang diatur dalam Pasal 32 ayat (1) 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, menekankan bahwa sertifikat 

hak atas tanah berfungsi sebagai bukti yang kuat, dan data fisik serta data 

yuridis yang tercantum di dalamnya dianggap sah dan benar selama tidak ada 

bukti lain yang membuktikan sebaliknya. Ini memperkuat kepastian hukum 

dalam kepemilikan tanah, terutama dalam hal sertifikat. Selanjutnya Hukum 

adat memiliki karakteristik dan mekanisme yang berbeda dalam menangani 

kepemilikan tanah. Lembaga rechtsverwerking adalah konsep yang digunakan 

dalam beberapa hukum adat untuk mengatur hak kepemilikan tanah. Hal ini 

menunjukkan kompleksitas hukum tanah di Indonesia, yang mencakup 

berbagai aspek, baik yang berbasis hukum adat maupun hukum positif. Dalam 

konteks hukum tanah di Indonesia, pemahaman yang baik tentang hukum adat 

dan hukum positif, serta kemampuan untuk mengintegrasikan keduanya, 

sangat penting untuk menyelesaikan permasalahan kepemilikan tanah dengan 

adil dan sesuai dengan peraturan yang berlaku.45 

 

 
44 Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2007), hal. 112 
45 Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan “Sebuah Refleksi Keadilan Hukum 

Progresif”, Thafa Media, Yogyakarta, 2014, hlm. 172. 
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Adapun Unsur-unsur penting dari hak milik adalah: 

1. Menguasai artinya si pemilik tanah dapat menyewakan, 

mengadaikan, meminjamkan, menukarkan, menghibahkan, dan 

menjual tanah menurut kehendak pemilik. 

2. Memungut hasil, yang berhak atas tanah adalah: 

a. Perorangan dan dapat turun-temurun kepada ahli warisnya. 

b. Persekutuan-persekutuan hukum adat. 

Selanjutnya seseorang yang memiliki tanah, pasti memiliki alat bukti 

kepemilikan atas tanah. Ada 2 (dua) permasalahan terkait hak atas tanah yang 

belum bersertifikat, yaitu: 

1. Apa alat bukti yang dapat dipakai oleh pemegang hak milik atas 

tanah yang belum bersertifikat; dan  

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap pemegang hak milik atas 

tanah yang belum bersertifikat.  

Alat bukti atas tanah yang belum bersertifikat berkaitan dengan 

pendaftaran hak, dapat menggunakan alat bukti kepemilikan lainnya, berupa: 

Grosse akta, hak eigendom, Petuk pajak Bumi/Landrete, girik, pipil, ketitir, dan 

Verponding Indonesia. Surat keterangan riwayat tanah yang pernah dibuat 

oleh Kantor Pelayanan Pajak Bumi dan Bangunan, atau lain-lain adalah bentuk 

alat pembuktian tertulis dengan nama apapun sebagaimana dimaksud Pasal 
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II, Pasal VI, dan Pasal VII ketentuan-ketentuan Konversi UUPA. Serta alat bukti 

kepemilikan hak atas tanah setelah berlakunya UUPA adalah sertifikat, tetapi 

terhadap pemegang hak milik atas tanah yang belum bersertifikat dapat 

dibuktikan dengan alat bukti kepemilikan hak atas tanah yang berkaitan 

dengan pendaftaran hak sebagaimana diatur pada Pasal 23 Peraturan Menteri 

Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pendaftaran Tanah, 

berupa Asli Akta PPAT.46  

Kepastian Hukum terhadap Surat Keterangan Tanah sebagai dasar 

bukti pendaftaran sertifikat Hak Atas Tanah memberikan kemudahan bagi 

masyarakat yang ingin mendaftarkan Surat Keterangan Tanah Ke Kantor 

Pertanahan. Jika Surat Keterangan Tanah tersebut, tidak terdapat buku Letter 

C di Kelurahan yang bersangkutan maka dapat diproses pendaftaran sebagai 

bukti dasar pendaftaran sertifikat Hak Atas Tanah, dengan syarat Lurah 

memberikan keterangan bahwa buku Letter C tidak ada di Kelurahan ( Vide 

terlampir), atau tidak ditemukan bukti lain. Kantor Pertanahan dapat 

memproses pendaftaran tanah, sebagaimana tertuang dalam Pasal 76A ayat 

2 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021 tentang 

Pendaftaran Tanah. Dengan kemudahan tersebut dapat memberikan manfaat, 

 
46 Yunanto, Marjo. “Alat Bukti Surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada 

Pengadilan Negeri Temanggung”, 2016, h. 54. 
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bukti pemilikan yang kuat adalah adalah sertifikat Hak Atas Tanah kecuali 

dibuktikan sebaliknya.47  

Pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak tradisional rakyat atas 

tanah yang tunduk pada hukum adat secara jelas di atur dalam Undang-Dasar 

1945 Pasal 18 B ayat (2) yang menyatakan “Negara mengakui dan 

menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak 

tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 

masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur 

dengan Undang-undang.” Dengan jelas, Konstitusi Negara Indonesia secara 

tegas mengakui dan menghormati hak-hak yang berlaku di Tanah Pertiwi 

Indonesia.  

Surat Keterangan Tanah sebagai dasar bukti pendaftaran Hak Atas 

Tanah mempunyai Kepastian hukum. Surat Keterangan Tanah yang 

didaftarkan mempunyai pembuktian yang kuat yaitu sertifikat Hak Atas Tanah, 

melalui lembaga rechtverwerking tersebut, tanah yang sudah bersertifikat 

selama 5 tahun sejak sertifikat diterbitkan, tidak ada pihak yang dapat 

menuntut atau menggugat tanah tersebut. Hal ini di jelaskan pada pasal 32 

Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997. Dengan lembaga 

 
47 Pusat Kajian Agraria FH UBB, “Surat Keterangan Tanah Antara Realitas dan 

Pengakuan”, Jurnal Hukum Progresif Volume XI Nomor 1 Juni 2017, Fakultas Hukum 
Universitas Bangka Belitung, hlm. 1888-1889. 
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Rechtverwerking ini dapat memberikan kepastian hukum dan perlindungan 

hukum sebagai salah satu tujuan pendafaran tanah.48 

Bukti kepemilikan pada dasarnya terdiri dari bukti kepemilikan atas 

tanah pemegang hak pada waktunya berlakunya UUPA, apabila hak tersebut 

kemudian beralih, maka peralihan hak berturut-turut sampai ketangan 

pemegang hak pada waktu dilakukan pembukuan hak. Surat Keterangan 

Tanah merupakan salah satu alat bukti untuk pendaftaran sertifikat hak atas 

tanah. Tanah yang telah didaftarkan tentunya memiliki informasi-informasi 

yang berkaitan dengan tanah tersebut. Tanah yang sudah didaftarkan tentunya 

harus memiliki bukti-bukti otentik dalam bentuk tertulis. Bukti otentik tersebut 

dibuat dan diterbitkan dalam bentuk sertifikat hak. Oleh karena itu, secara 

yuridis, negara mengakui kepemilikan atas suatu tanah terhadap subjek hak 

atas tanah yang namanya terdaftar dalam sertifikat tanah tersebut dan dengan 

demikian, maka pihak lain tidak dapat menggugat kepemilikan tanah 

tersebut.walaupun kenyataannya, banyak sertifikat tanah yang sudah didaftar 

di gugat atas kepemilikannya, dengan dalih Letter C atau persil yang salah. 

Untuk tanah yang memiliki berupa Surat Keterangan Tanah/letter C. 

Letter C ini diperoleh dari kantor desa dimana tanah itu berada, letter C ini 

merupakan tanda bukti berupa catatan yang berada di Kantor Desa atau 

 
48 Ibid. 
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Kelurahan. Dalam masyarakat masih banyak yang belum mengerti apa yang 

dimaksud dengan Surat Keterangan Tanah/ buku letter C, karena didalam 

literatur ataupun perundang-undangan mengenai pertanahan sangat jarang 

dibahas atau dikemukakan. Mengenai surat keterangan tanah/ buku letter C ini 

sebenarnya hanya dijadikan dasar sebagai catatan penarikan pajak, dan 

keterangan mengenai tanah.49 

Meskipun SKT tidak diatur dalam PP 24/1997 dan tidak diperlukan lagi 

sebagai salah satu syarat dalam pendaftaran tanah hal itu termuat dalam Pasal 

76A Peraturan Menteri Agraria dan Pertanahan Nomor 16 Tahun 2021 

menjelaskan bahwa alat bukti tertulis tanah bekas milik adat tidak berlaku lagi 

setelah 5 ( lima ) tahun berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 

2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan 

Pendaftaran Tanah. Apabila dalam jangka waktu tersebut berakhir maka alat 

bukti tertulis tanah milik adat tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti 

pembuktian hak. Namun dalam .kenyataanya masih banyak masyarakat yang 

menggunakan SKT sebagai bukti tertulis kepemilikan tanah. Bahkan tidak 

jarang ditemui jual beli transaksi tanah dengan bukti kepemilikan hanya berupa 

Surat Keterangan Tanah. Perolehan SKT tidaklah sulit karena hanya 

 
49 Opcit. “Surat Keterangan Tanah AntaraRealitasdanPengakuan”, Jurnal Hukum 

Progresif Volume XI Nomor 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. h. 
1891. 
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membutuhkan kesaksian beberapa saksi, RT dan diketahui oleh Lurah 

setempat dimana objek tanah tersebut berada guna penerbitan SKT.50 

Terbitnya Surat Edaran No.1756/15.I/1V/2016 tentang petunjuk 

pelaksanaan pendaftaran tanah masyarakat, mengakibatkan konsekuensi 

hukum yang berdampak pada tidak ada lagi kewenangan Kepala Desa/ Lurah 

dalam menerbitkan Surat Keterangan Tanah yang menjadi salah satu syarat 

dalam proses awal pendaftaran tanah. Walaupun Surat Keterangan Tanah 

merupakan alat bukti hak tertulis dibawah tangan yang kekuatan 

pembuktiannya tidak sekuat sertifikat, akan tetapi surat keterangan tanah 

menjadi bukti fisik sebagai bukti riwayat kepemilikan tanah. Surat Keterangan 

Tanah merupakan alas hak yang menjadi proses awal pendaftaran tanah di 

Badan Pertanahan Nasional guna terbitnya sertipikat. Surat Keterangan Tanah 

sehingga menjadi dokumen yang sangat penting. 

Surat Keterangan Tanah berfungsi sebagai bukti penguat penguasaan 

secara fisik apabila ditemuinya kekeliruan ataupun ketidaklengkapan bukti 

penguasaannya. Salah Satu bukti fisik yang menjadi alas hak kepemilikan 

tanah yakni SKT (Surat Keterangan Tanah ), SKT adalah Surat Keterangan 

Tanah yang menegaskan perihal riwayat kepemilikan tanah. SKT merupakan 

salah satu alat bukti tertulis yang menunjukkan keterangan kepemilikan tanah, 

 
50 Naufal Muhammad, Kepastian Hukum Bagi para Pihak Pemegang Surat Tanda Bukti 

atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum Agraria, Jurnal Hukum Proresif , 
Vol. XII No. 1, 2018. h. 2033 
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dibuat atas permintaan atau permohonan masyarakat kepada Kantor 

Kelurahan atau desa dimana objek tanah tersebut berada dan atas 

permohonan tersebut maka diterbitkanlah oleh Kelurahan atau Desa sebagai 

syarat administrasi proses pendaftaran tanah pada Badan Pertanahan 

Nasional. 

4.2.2 Landan Hukum atas Pertimbangan Hakim 

Pertimbangan Hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam 

menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan Hakim yang mengandung 

keadilan (ex aequo et bono) dan mengandung kepastian hukum, di samping 

itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga 

pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.51 

Bahwa dalam kasus ini, Almh Aisa Rohani (Adik Kandung dari ayah 

penggugat) memiliki tanah seluas kurang lebih 3182 m2 yang terletak di Dusun 

II Desa Moutong dan menikah dengan Alm. Ismail dan tidak memiliki 

keturunan, maka ketika meninggal dunia tanah/kintal tersebut menjadi milik 

Alm Taki Rohani (ayah penggugat). Selanjutnya pada saat ayah penggugat 

tersebut  meninggal dunia, maka berdasarkan surat pernyataan bagi harta 

pada Tanggal 17 Oktober 1989 mewariskan tanah tersebut kepada penggugat 

beserta ahli waris lainnya. Bagian penggugat mendapatkan warisan 

 
51 Adrian Sutedi, 2009, Peraihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, Sinar Grafika, 

Jakarta, h. 80 
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tanah/kintal dengan luas kurang lebih 2127,5 M2, Sebagian telah diwakafkan 

pada Pembangunan masjid dengan luas kurang lebih 600 M2 dan dijual kepada 

keponakan lainnya dengan luas kurang lebih 535 M2. Sedangkan sisa 

tanah/kintal dengan luas kurang lebih 992.64 M2 telah dikuasai dengan cara-

cara melawan hak dan melawan hukum oleh para pihak tergugat, yang mana 

penguasaan tanah objek sengketa tersebut dilakukan tanpa seizin dan 

sepengetahuan penggugat beserta ahli waris lainnya. Sedangkan menurut 

tergugat bahwa tanah objek sengketa tersebut diperoleh berdasarkan 

pemberian dari orang tua yakni Alm. Ismail. 

Terhadap Sertifikat Hak atas Tanah itu digugat oleh ahli waris pemilik 

surat Pernyataan bagi harta kemudian pada Tahun 2020, ahli waris tersebut 

menggugat objek tanah yang telah didaftarkan yaitu: Serifikat Hak Milik Nomor. 

561/Moutong tanggal 31 Desember 2017, SU. Tanggal 31 Desember 2017 No. 

230/Moutong.2017 luas 890 m2 tercatat atas nama Hasrin Ismail terletak di 

Desa Moutong Kec. Tilongkabila. Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya Pihak 

Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bone Bolango seharusnya 

ditarik sebagai pihak dalam perkara akan tetapi tidak ditarik menjadi salah satu 

pihak  dalam perkara karena objek sengketa tanah tersebut berasal dari budel 

yang pembagian warisan hanya berdasarkan pada surat pernyataan bagi harta 

dan baru pertama kali didaftarkan di BPN Kabupaten Bone Bolango. 

Dalam sengketa di pengadilan tersebut, pengadilan memutuskan yang 

pada pokoknya menyatakan bahwa surat pernyataan bagi harta yang dimiliki 
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oleh ahli waris yang berdasarkan bukti pembagian ahli waris berupa surat 

pernyataan bagi tanah tanggal 17 Oktober 1989 luas 2127,5 m2 adalah sah 

menurut hukum, sehingga sertipikat atas tanah yang menjadi objek perkara 

harus dicoret dalam daftar tanah yang ada di Badan Pertanahan Nasional.  

Bahwa penggugat mengajukan gugatan ke pengadilan Negeri 

Gorontalo melalui mekanisme pertanggungjawaban perdata menurut Pasal 17 

Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang 

berbunyi bahwa setiap orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh 

keadilan dan mengajukan permohonan, pengaduan dan gugatan baik dalam 

perkara pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses 

peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang 

menjamin pemeriksaan yang obyektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar.  

Kedudukan hukum terhadap sertifikat hak miliki atas tanah sebagai alat 

bukti pada Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 

2/PDT.G/2020/PN.Gto. dapat dikaji berdasarkan beberapa aspek, 

diantaranya: 

1. Aspek Legalitas, yakni dapat dikaji berdasarkan bagaimana hakim 

melihat aturan mana yang dapat mendukung penyelesaian sengketa 

berdasarkan argument dari penggugat atas keberadaan surat 

keterangan kepemilikan maupun argument tergugat atas keberadaan 
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sertifikat hak milik atas tanah dimata hukum, sehingga dapat menjadi 

dasar dari suatu pengambilan hasil putusan. 

2. Aspek kepastian hukum, yakni kepastian hukum yang dimaksud adalah 

kepastian hukum yang berkaitan dengan pertanahan. Hal tersebut 

bersesuaian dengan UUPA yang menjadi acuan utama, serta didukung 

oleh lembaga yang berwenang menangani masalah pertanahan di 

Indonesia yakni Kantor Pertanahan atau yang dikenal sebagai Kantor 

Pertanahan Nasional guna mewujudkan kepastian hukum terhadap hak 

atas tanah dengan menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai tanda 

bukti kepemilikan tanah bagi subjek hukum yang berhak memiliki. 

3. Alat pembuktian, yakni dalam hukum agrarian telah banyak terjadi 

sengketa pertanahan yang membuat kedudukan hukum khususnya 

pada pasal 19 UUPA sangatlah harus dikuatkan mengingat pasal 

tersebut menyatakan bahwa dengan adanya sistem pendaftaran tanah 

dapat membantu jaminan hak dan kepastian hukum oleh Kantor 

Pertanahan dengan berupa penerbitan sertifikat hak atas tanah sebagai 

jaminan hak yang diberikan oleh pasal tersebut berdasarkan undang 

undang yang berlaku. 

4. Aspek Alas Hak Penguasaan, yakni aspek ini menitikberatkan pada 

bagaimana sebuah surat keterangan kepemilikan tanah bisa diperoleh 

hingga terbit sebagai bukti kepemilikan tanah yang 

dipertanggungjawabkan dan memiliki kekuatan hukum. 
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Pasal 5 UUPA menegaskan bahwa dasar yuridis pembentukan UUPA 

adalah berasal dari hukum adat, maka secara tidak langsung surat keterangan 

kepemilikan tanah juga merupakan bukti yang dapat digunakan karena dasar 

yuridis dari surat keterangan tersebut adalah hukum adat, sepanjang dalam 

surat keterangan tidak memiliki unsur dengan indikasi pemalsuan, kesalahan 

dalam prosedur penerbitan, bidang tanah yang tertera pada surat keterangan 

tersebut telah sesuai dan dikuasai secara terus menerus, dan tidak 

bertentangan dengan kepentingan nasional dan negara yaitu system 

pendaftaran tanah di Indonesai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 

undangan yang berlaku.52  

Selanjutnya, dalam Pasal 19 UUPA dan Pasal 32 Peraturan Pemerintah 

Nomor 24 Tahun 1997 menjelaskan tentang kekuatan hukum terhadap 

pembuktian sertifkat hak atas tanah. Ditegaskan dalam pasal tersebut bahwa 

surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat bukti pembuktian yang terkuat 

mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat didalamnya, sepanjang 

sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang 

bersangkutan.53 Dalam hal ini pembuatan sertifikat hak atas tanah di Kantor 

Pertanahan harus didukung dengan proses pendaftaran sesuai dengan PP 

Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah dan disempurnakan oleh 

 
52 Opcit. “Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional dalam Penerbitan 

Sertifikat Hak Atas Tanah”, h. 38.  
53 Ibid. h. 40. 
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Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang Nomor 16 Tahun 2021, hal tersebut 

bertujuan sebagai implikasi pada kepastian hukum, perlindungan serta 

jaminan hukum kepada pemegang sertifikat ha katas tanah. 

Berkaitan dengan penelitian ini, perlu diketahui bagaimana 

pertimbangan hakim atas putusan tersebut (sebagaimana terlampir) serta 

pandangan hakim dalam meneliti bukti-bukti yang telah diajukan oleh pihak 

penggugat maupun tergugat dalam perkara sengketa tanah, lebih khusus pada 

alat bukti kepemilikan. Tentu pandangan dan pertimbangan hakim tersebut 

sangat mempengaruhi bagaimana perkara tersebut diputus berdasarkan 

aspek pembuktian yang ada, diantaranya: 

1. Pembuktian berdasarkan alat-alat bukti yang disebutkan dalam 

hukum positif, yakni jika terbukti suatu perbuatan sesuai dengan alat 

bukti yang disebutkan dalam undang undang atau peraturan yang 

berlaku, maka tidak perlu tambahan atas keyakinan hakim. Dalam 

sistem pembuktian ini, pertimbangan hakim hanya bersifat 

tambahan dan subjektif dan alat bukti yang digunakan adalah alat 

bukti yang tercantum dalam suatu peraturan.54  

Namun dalam implementasinya, sistem ini bisa diterapkan apabila 

peraturan yang menjadi acuan pembuktian dinilai telah mumpuni 

 
54 Ratna, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis 

Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No, 2, 2014, h. 48. 
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untuk menjadi dasar yang kuat dalam menyelesaian sebuah 

persoalan atau dalam hal ini sengketa tanah. Sistem ini juga 

mengesampingkan unsur yurisprudensi sebagai salah satu sumber 

hukum yang berlaku di Indonesia. Dalam pendapat yang berbeda 

hakim dapat menetapkan kebenaran dengan cara menyatakan 

berdasarkan keyakinan yang didalilkan dengan jujur dan mempunyai 

pengalaman dalam menyelesaikan suatu perkara sebelumnya atau 

yurisprudensi serta menjadi perantara bagaimana perkara tersebut 

diputus. 

2. Pembuktian yang didasarkan dengan keyakinan hakim merupakan 

suatu pertimbangan putusan hakim yang menganggap terbukti atau 

tidak terbuktisuatu perbuatan hanya berdasarkan keyakinan dan 

pemikiran hakim semata dan dapat menjadi tolak ukur dalam 

putusan suatu perkara tersebut.55 Namum dalam implementasinya, 

sistem pembuktian ini hanya bisa diberlakukan jika perkara tersebut 

diselesaikan secara non litigasi, artinya seseorang mempunyai 

dasar ilmu yang kuat serta memiliki kemampuan dan kewenangan 

untuk menjadi penengah dalam suatu masalah maka dapat diyakini 

keputusannya dalam menyelesaikan suatu persoalan, sehingga 

sistem pembuktian ini dirasa kurang pantas untuk diterapkan secara 

 
55 Opcit.. “Alat Bukti Surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada Pengadilan 

Negeri Temanggung”, h. 69. 
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litigasi, karena dalam penyelesaian secara litigasi harus memiliki 

aturan tertentu yang menjadi dasar utama pemikiran dan keyakinan 

hakim guna mempunyai kepastian hukum dalam penetapan putusan 

suatu perkara.  

3. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas 

tertentu dengan alasan yang logis dalam hal memberikan 

keleluasaan dan secara bebas kepada hakim dalam menggunakan 

alat bukti lain dalam meyelesaiakan suatu persoalan.56 Dalam 

implementasinya, sistem pembuktia ini dapat diterapkan terhadap 

suatu kasus yang dianggap berbeli-belit dan rumit bahkan dengan 

peraturan yang ada masih belum bisa untuk menguatkan hakim 

dalam mengambil dan memutus suatu perkara. Namun sistem 

tersebut bisa digunakan sesuai dengan kaedah norma, kaidah 

agama serta peraturan perundang undangan yang berlaku. 

4. Pembuktian berdasarkan keyakinan hakim yang timbul dari alat bukti 

dalam undang-undang secara negative. Artinya bahwa dalam suatu 

pembuktian alat bukti diperlukan pembuktian yang berdasarkan alat 

bukti yang sah dan ditetapkan oleh undang undang. Namun tetap 

harus dibarengi degan keyainan hakim guna menambah nilai 

pembuktian menjadi lebih kuat.57 Dalam implementasinya, pada 

 
56 Ibid. h. 70 
57 Ibid.  
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negara hukum yang menganut hukum positif sebagai acuan dalam 

proses jalannya hukum di suatu negara khususnya negara 

Indonesia, maka peraturan perundang undangan diperlukan sebagai 

dasar hakim dalam mengemukakan suatu pendapat yang 

diformulasikan dengan keyakinan hakim yang berdasarkan ilmu dan 

pengalaman, maka putusan tersebut akan memiliki kekuatan 

hukum. 

Perkara pembuktian dalam perkara hak atas tanah dalam suatu putusan 

pengadilan haruslah diputus dan disetai dengan alsan-alasan dan dasar 

putusan yang memuat pasal-pasal dari peraturan perundang undangan yang 

sesuai dengan asas-asas hukum atau sumber hukum yang menjadi dasar 

dalam mengadili suatu perkara tersebut. Argumentasi hakim dalam sebuah 

pertimbangan hakim sendiri menjadi pertanggungjawaban hakim terhadap 

Masyarakat atas putusan yang ditetapkan, hal tersebut berkaitan dengan pihak 

yang berperkara dan pengadilan, sehingga argumentasi hakim dalam 

pertimbangan hakim tersebut memiliki nilai objektif dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Sistem pembuktian yang digunakan dalam kasus ini menggunakan 

sistem pembuktian secara negative, yakni didasarkan pada alat bukti surat 

keterangan kepemilikan dalam hal ini berupa surat pernyataan bagi harta dan 

sertifikat hak milik atas tanah yang digunakan sebagai alat bukti bagi tergugat 
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dan dinilai sudah benar secara prosedur peralihan ha katas tanah maupun 

prosedur penerbitan. Namun hal tersebut belum menjadi jaminan utama bagi 

hakim dalam pertimbangannya bahwa sertifikat hak milik atas tanah tersebut 

mutlak menjadi hak milik dengan kekuatan pembuatan yang kuat dihadapan 

hukum tanpa terkecuali, karena konsekuensinya adalah bukti warkah tanah 

dari kantor pertanahan yang berwenang menerbitkan. Maka secara otomatis 

jika hal tersebut tidak dapat dibuktikan secara rill dihadapn hakim dalam 

sebuah persidangan maka sertifikat hak milik atas tanah  dapat dinyatakan 

tidak memiliki kekuatan hukum karena tidak bisa dibutikan berdasarkan data 

persyaratan penerbitan.  

Sementara itu, surat keterangan dalam hal ini adalah surat pernyataan 

bagi harta dianggap absah karena para pihak penggugat termasuk para saksi 

yang mendukung dalam kasus tersebut bisa membuktikan terkait dengan 

proses penerbitan yang sesuai dengan prosedur yang ada. Hal tersebut 

diketahui oleh kepala desa, dan saksi lainnya. Sehingga dalam hal ini buti 

tersebut dianggap memenuhi asas hukum yakni asas pemerintahan yang baik 

atau asas kecermatan. Oleh karena itu, sistem pembuktian ini memiliki tujuan 

untuk melindungi pemilik asal tanah, berdasarkan bukti yang ditampilkan dan 

prosedur mendapatkan hak tersebut. Oleh karena itu, sistem pembuktian 

berdasarkan undang-undang secara negative ini bertujuan untuk melindungi 
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pemilik asal tanah tersebut dengan bukti yang benar sebagaimana prosedur 

yang telah ada. 

Dengan demikian, analisis kekuatan hukum berdasarkan pertimbangan 

hukum tersebut yakni Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 

2/PDT.G/2020/PN.Gto terhadap surat keterangan dalam hal ini surat 

pernyataan bagi harta pada Tahun 1989 yang dihasilkan dari hasil 

musyawarah telah ditandatangani dan bersesuaian dengan keterangan saksi 

hidup serta memehuni asas pemerintahan yang baik, karena pada saat itu juga 

dihadiri oleh pemerintah desa setempat. Selanjutnya menyatakan sertifikat 

tanda bukti hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak 

tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, karena yang menguasai 

objek sengketa tersebut bukan merupakan bagian dari ahli waris. 

Adapun pertimbangan hakim yang dituangkan dalam amar putusaan 

Pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Gto, diantaranya: 

1. Menimbang, bahwa pada gugatannya penggugat memohon agar 

menyatakan segala bentuk bukti-bukti yang dimiliki oleh penggugat 

atas tanah objek sengketa salah satunya surat pernyataan bagi 

harta tanggal 17 Oktober 1989 tersebut adalah sah mneurut hukum 

sepanjang tidak dibuktikan sebaliknya; 

2. Menimbang, bahwa bukti tersebut telah dipertimbangkan dan 

menjadi salah satu dasar untuk mengabulkan petitum 3 dan 4 
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gugatan penggugat, maka cukup beralasan hukum untuk 

mengabulkan gugatan penggugat sepanjang mengenai bukti surat 

bertanda P-1; 

3. Menimbang, bahwa oleh karena gugatan penggugat telah 

dikabulkan dan dinyatakan bahwa objek sengketa adalah milik ahli 

waris Alm. Taki Rohani (ayah penggugat), maka penguasaan para 

tergugat adalah tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat beserta 

ahli waris lainnya, maka cukup beralasan hukum untuk mengabulkan 

gugatan penggugat; 

4. Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 207 RBg ada 

dua cara menyelesaikan pelaksanaan putusan, yaitu dengan cara 

sukarela dan dengan cara paksa melalui proses eksekusi oleh 

pengadilan. M. Yahya Harahap dalam bukunya Ruang LIngkup 

Permasalahan Ekskusi Bidang Perdata menyatakan bahwa 

prinsipnya eksekusi sebagai tindakan paksa menjalankan putusan 

pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, apabila pihak yang 

kalah tidak mau menjalankan atau memenuhi isi putusan secara 

sukarela. Jika pihak yang kalah bersedia menaati dan memenuhi 

putusan secara sukarela, tindakan eksekusi harus disingkirkan. Oleh 

karena itu harus dibedakan antara menjalankan putusan secara 

sukarela dan menjalankan putusan secara eksekusi; 
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5. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 191 RBg menyebutkan 

bahwa putusan serta merta dapat dijatuhkan apabila memenuhi 

syarat-syarat, yaitu: 

a. Jika didasarkan pada suatu hak otentik atau sehelai tulisan yang 

menurut ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku 

mempunyai kekuatan pembuktian; 

b. Suatu penghukuman sebelumnya dalam suatu putusan yang 

telah memperoleh kekuatan yang pasti; 

c. Suatu tuntutan provisional yang telah dikabulkan; 

d. Dalam persengketaan mengenai hak penguasaan  

Lebih lanjut, dalam persoalan tersebut ada beberapa hal terkait 

pertimbangan hukum yang harus dijabarkan, diantaranya: 

1. Bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat yang pada pokoknya 

adalah agar para tergugat yang telah menguasai tanah objek 

sengketa menyerahkan objek sengketa kepada pemiliknya yaitu 

penggugat dan ahli waris dari Alm. Taki Rohani karena penguasaan 

para tergugat tersebut adalah perbuatan melawan hukum; 

2. Bahwa hakim mempertimbangkan, dalam eksepsi para tergugat 

mendalilkan bahwa gugatan penggugat yang mengandung cacat 

formil karena kekurangan pihak (Error In Persona), sebab penggugat 

tidak menarik BPN sebagai pihak dalam gugatan. Namun, dalam 
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hukum acara perdata terdapat hak penggugat untuk menarik siapa 

saja yang menjadi pihak dalam gugatan, sehingga demikian 

seksepsi para tergugat harus ditolak; 

3. Bahwa Pasal 832 Undang Undang Hukum Perdata menyebutkan 

bahwa yang berhak menjadi ahli waris ialah para keluarga sedarah, 

baik sah maupun diluar kawin dan si suami dan istri yang hidup 

terlama. Kemudian dalam gugatannya penggugata telah 

mendalilkan silsilah keluarga. Selanjutnya para tergugat tidak 

mengajukan bantahan atas dalil para penggugat; 

4. Bahwa masing-masing pihak, baik pihak penggugat maupun pihak 

tergugat memiliki argumentasi dalam mempertahankan alat bukti 

yang dibawa dalam persidangan sebagai bukti kepemilikan ha katas 

tanah; 

5. Bahwa penggugat tidak menyebutkan secara jelas atas tanah objek 

sengketa, kecuali surat pernyataan bagi harta Tanggal 17 Oktober 

Tahun 1989; 

6. Objek sengketa tanah adalah milik ahli waris yakni ayah pihak 

penggugat, maka penguasaan tanah oleh pihak tergugat adalah 

tanpa seizin dan sepengetahuan penggugat berserta ahli waris 

lainnya, maka cukup beralasan mengabulkan gugatan penggugat 

berdasarkan bukti dan keterangan saksi hidup. 
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Surat keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk menjadikan bukti bagi 

siapa- siapa yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang 

yang telah meninggal (pewaris) yang menjadi dasar atas pembagian harta 

warisan baik siapa yang berhak dan/atau berapa jumlah bagian yang berhak 

dimiliki oleh ahli waris baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan 

wasiat. Surat yang diterbitkan oleh pejabat atau instansi pemerintah yang 

berwenang atau dibuat sendiri oleh segenap ahli waris yang kemudian 

dibenarkan dan dikuatkan oleh kepala desa/lurah maupun camat, yang 

dijadikan alat bukti yang sah tentang adanya suatu peralihan hak atas suatu 

harta peninggalan dari pewaris kepada ahli warisnya.  

Keterangan hak waris disebut juga dengan surat keterangan hak waris 

(SKHW), surat keterangan ahli waris (Surat Keterangan Ahli Waris) merupakan 

surat bukti waris yaitu surat yang membuktikan bahwa yang disebutkan di 

dalam surat keterangan waris tersebut adalah ahli waris dari pewaris tertentu. 

Keterangan hak waris untuk melakukan balik nama atas barang harta 

peninggalkan yang diterima dan atas nama pewaris menjadi atas nama seluruh 

ahli waris. 

Bilamana pewaris yang meninggalkan harta peninggalan yang akan 

dibagikan kepada para ahli warisnya dapat menggunakan pejabat yang 

berwenang untuk menguatkan bukti adanya pewarisan yakni dibuat dan 

disaksikan oleh kepala desa/lurah atau camat. Hal ini sebagaimana yang 
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dituangkan dalam Surat Edaran Departemen Dalam Negeri Direktorat Jenderal 

Agraria tanggal 20 Desember 1969 NomorDpt/12/63/12/69 tentang Surat 

Keterangan Warisan dan Pembuktian Kewarganegaraan disebutkan bahwa 

"surat keterangan waris untuk golongan penduduk asli dibuat oleh ahli waris, 

disaksikan oleh camat dan diketahui oleh camat.58 

Selain itu, diatur dalam Pasal 111 ayat (1) huruf c angka 4 Peraturan 

Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 

1997 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 

tentang Pendaftaran Tanah disebutkan "Bagi warga negara Indonesia 

penduduk asli: surat keterangan ahli waris yang dibuat oleh para ahli waris 

dengan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi dan dikuatkan oleh Kepala 

Desa/Kelurahan dan Camat tempat tinggal pewaris pada waktu meninggal 

dunia.59 

Jika dihubungkan dengan teori hak, maka ada beberapa hal yang dapat 

mempengaruhi seorang hakim memberikan argumentasi pemikiran yang 

menjadi dasar pertimbangan hakim yang menghasilkan suatu putusan 

terhadap kasus-kasus tertentu, yakni secara filosofis, merujuk pada Teori Hak 

dari Thomas Hobbes yakni Natural Law, menjelskan bahwa pada dasarnya hak 

adalah hubungan individu yang saling berkaitan satu sama lain dan diatur oleh 

 
58 Irma Garwan, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris Sebagai Alat 

Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, KNPP, 2021. 1122.  
59 Ibid.  
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hukum yang bersifat kodrati yang tidak bisa dirampas, kemudian individu 

tersebut secara bebas memiliki kendali terhadap haknya sesuai dengan 

peraturan yang berlaku serta terdapat hak kepemilikan yang melekat pada 

individu tersebut dan tidak bisa dicabut oleh siapapun termasuk oleh negara 

berdasarkan ketentuan yang berlaku.  

Relevansinya adalah terhadap pertimbangan hakim dalam kasus ini 

yakni lebih condong pada melindungi hak penguasaan yang terdapat dalam 

surat keterangan atau surat pernyataan bagi harta tersebut, karena dalam 

proses pembuktian di persidangan para pihak mampu membukikan bahwa 

surat pernyataan tersebut didapatkan berdasarkan prosedur yang sesuai serta 

memenuhi asas umum pemerintahan yang baik yaitu asas kecermatan. 

Sebaliknya pula, sertifikat hak milik atas tanah sudah terjamin kepastian hukum 

dan kekuatan hukum sebagaimana UUPA dan peraturan lainnya. Sepanjang 

sertifikat hak milik atas tanah tersebut diperoleh berdasarkan prosedur yang 

benar dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang 

berlaku, serta mampu dibuktikan baik kebenaran maupun keberadaan data 

fisik dan yuridis bukti tersebut. 

Badan Pertanahan Nasional merupakan badan yang bertanggung 

jawab terhadap pembatalan Sertifikat Hak Atas Tanah oleh pengadilan negeri 

akibat kesalahan atau kelalaian yang dilakukannya terhadap proses 
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penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah.60 Dengan melihat tugas dan tanggung 

jawab Badan Pertanahan Nasional, maka sangatlah jelas bahwa Badan 

Pertanahan Nasional tidak hanya bertanggungjawab sampai ada orang yang 

mengupayakan pada upaya administrasi, namun terhadap Badan Pertanahan 

Nasional diberikan beban untuk melaksanakan putusan Pengailan Negeri yang 

berkaitan dengan tugas pokoknya yaitu penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah. 

Sehubungan dengan hal tersebut Sertifikat Hak Atas Tanah yang telah 

dibatalkan Pengadilan Negeri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap 

haruslah ditindaklanjuti dalam hal melakukan pencabutan atau pembatalan 

Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut. 

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Kota Gorontalo No. 

2/PDT.G/2020/PN.Gto yang menyatakan bahwa terhadap sertifikat tanda bukti 

hak milik nomor 00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak 

mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. Maka secara yuridis kedudukan 

hukum sertifikat tersebut sebagai alat bukti kepemilikan tanah dari para 

tergugat dibatalkan keabsahannya. Artinya bahwa sertifikat tersebut tidak 

dapat lagi menjadi alat bukti kepemilikan yang sah dari sebidang tanah yang 

disengketakan serta tidak dapat lagi digunakan sebagai bukti kepemilikan, atau 

dengan kata lain bahwa sertifikat tersebut dapat dibatalkan oleh Badan 

Pertahanan. Hal tersebut merupakan konsekuensi dari diterapkannya sistem 

 
60 Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. h. 72. 
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pendaftaran tanah degan sistem publikasi negatif yang mengandung unsur 

positif, sesuai dengan UUPA jika Sertifikat Hak Atas Tanah tersebut telah 

dibatalkan, maka akan memunculkan akibat hukum bagi pemegang Sertifikat 

Hak Atas Tanah tersebut, yaitu hilangnya hak kepemilikan dan penguasaan 

atas bidang tanah yang tercantum dalam Sertifikat Hak Atas Tanah milik 

pemegang. Dalam kasus yang diteliti ini, Sertifikat Hak Atas Tanah dipegang 

oleh tergugat. 
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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka dapat disimpulkan 

bahwa: 

1. Kedudukan sertipikat hak milik atas tanah sebagai alat bukti pada 

putusan pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo 

No.2/Pdt.g/2020/PN.GTO bahwa  Kedudukan Sertifikat Hak Milik Atas 

Tanah merupakan alat bukti kepemilikan yang terkuat sepanjang proses 

penerbitan sesuai prosedur, data fisik dan data yuridis dan fakta di 

lapangan, Namun terhadap sertifikat tanda bukti hak milik nomor 

00561/Desa Moutong atas nama pemegang hak tidak mempunyai 

kekuatan hukum yang mengikat, karena secara hukum waris objek 

tanah tersebut dikuasai bukan oleh ahli waris sehingga berpotensi cacat 

procedural dan batal demi hukum. 

2. Jaminan Kepastian Hukum sertipikat hak milik atas tanah yang 

dikalahkan oleh surat di bawah tangan berdasarkan putusan pengadilan 

Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo No.2/Pdt.g/2020/PN.GTO bahwa 

secara yuridis, SKT mendapatkan pengakuan secara adat dan sebagai 

alat bukti kepemilikan hak atas tanah dengan syarat beritikad baik dan 

selama penerbitannya sesuai dengan prosedur. Demikian halnya surat 

keterangan ahli waris memiliki fungsi untuk menjadikan bukti bagi siapa 
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yang berhak atas ahli waris yang ditinggalkan oleh seseorang yang 

telah meninggal (pewaris) dan menjadi dasar atas pembagian harta 

warisan baik berdasarkan legitime portie dan/atau berdasarkan wasiat. 

5.2 Saran  

1. Agar pemegang sertifikat hak milik atas tanah tetap terjamin kepastian 

hukumnya, maka harus dirubah dulu sistem dari pendaftaran tanah di 

Indonesia oleh pihak pemerintah, karena konsekuensi yang 

ditimbulkan oleh sistem publikasi negatif mengakibatkan kurangnya 

jaminan kepastian hukum bagi pemegang Sertifikat Hak Atas Tanah 

hak atas tanah di Indonesia, juga harus selalu tersedianya kelengkapan 

warkah data di Kantor Pertanahan yang merupakan sumber dari 

penerbitan sebuah Sertifikat Hak Atas Tanah; 

2. Harus adanya koordinasi dalam mekanisme sistem pendaftaran tanah 

di Indonesia secara menyeluruh antara Badan Pertanahan Nasional 

sebagai lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat hak 

milik atas tanah dengan pihak Pemerintah Daerah termasuk juga para 

perangkat desa yang biasanya mengetahui dan menandatangai SKT, 

untuk meminimalisir adanya sengketa tanah akibat overlapping antara 

Sertifikat Hak Atas Tanah hak milik atas tanah dengan SKT di dalam 

satu bidang tanah yang sama dan untuk meminimalisir terjadinya 

kekaburan hukum atas penafsiran terhadap kedudukan hukum dari 

surat bukti tanah di Indonesia. 



 

 
 

DAFTAR PUSTAKA 

Buku 

Adrian Sutedi, Kekuatan Hukum Berlakunya Sertifikat Sebagai Tanda Bukti 
Hak atas Tanah, Bina Cipta, Jakarta, 2006. 

Adrian Sutedi, Peralihan Hak Atas Tanah dan Pendaftarannya, (Jakarta: Sinar 
Grafika, 2007). 

Ali Achmad Chomzah. Hukum Agraria Pertanahan Indonesia. Jilid 2. Jakarta. 
Prestasi Pustaka. 2004. 

A.P. Parlindungan,, Berbagai Aspek Pelaksanaan UUPA, Alumni,Bandung, 
1983. 

A.P. Parlindungan. Pendaftaran Tanah di Indonesia. Bandung. Mandar 
Maju.1999. 

Amiruddin dan H Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: 
Raja Grafindo Persada, 2006. 

Boedi harsono, Menuju Penyempurna Hukum Tanah Nasional, Universitas 
Trisakti, Jakarta, 2007. 

Dosminikus Rato, Filasafat Hukum Mencari dan Memahami Hukum, PT 
Presindo, Yogyakarta, 2010. 

Eddy O.S Hiariej, Teori & hukum pembuktian, erlangga, 2012.  

F.X. Sumarja. Problematika Kepemilikan Tanah Bagi Orang Asing. Bandar 
Lampung. Indepth Publising. 2012 

H. Ali Achmad Chomzah, Hukum Agraria (Pertanahan) Indonesia, Jilid 2 , 
Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.  

Jhony Ibrahim. Teori dan Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia 
Publishing, 2006. 

Lubis, M. & Lubis, A. R. Hukum Pendaftaran Tanah, Edisi Revisi. Bandung: 
Mandar Maju. 2012. 



 

 
 

Maria Sumarjono, Kebijakan Pertanahan antara Regulasi dan Implementasi, 
Buku Kompas, Jakarta, 2006. 

Peter Mahmud Marzuki. Penelitian Hukum. Jakarta: Kencana Prenada Group, 
2007. 

Ramadhani, R. Jaminan Kepastian Hukum yang Terkandung dalam Sertipikat 
Hak Atas Tanah. De Lega Lata. 2017 

S. Chandra, Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah, Persyaratan Permohonan 
Di Kantor Pertanahan, Gresindo, Jakarta, 2005. 

Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji. Penelitian Hukum Normatif: Suatu 
Tinjauan Singkat. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013. 

Supriadi, Hukum Agraria, (Jakarta; Sinar Grafika, 2008). 

Soejono dan Abdurrahman, Prosedur Pendaftaran Tanah (Tentang Hak Milik, 
Hak Sewa guna, Dan Hak Guna Bangunan), Rineka Cipta, Jakarta: 
2003. 

Subekti, Pokok-pokok Hukum Perdata, Intermasa, Jakarta. 

Urip Santoso, Hukum Agraria & Hak-hak atas Tanah, Kencana Prenada Media 
Group, Jakarta, 2007. 

Urip Santoso, Hukum Agraria dan Hak-Hak Atas Tanah, Kencana 
Prenadamedia, Jakarta, 2010. 

Urip Santoso. Pendaftaran dan Peralihan Hak Atas Tanah. Cetakan 2. Jakarta. 
Kencana. 2010 

Wirjono Prodjodikoro, Bunga Rampai Hukum, PT. Ichtiar Baru, Jakarta, 1974. 

Jurnal 

Edy Gunawan, Kekuatan Pembuktian Sertifikat Hak atas Tanah Sebagai Alat 
Bukti dalam Perkara Perdata, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 1 No 2, 2020. 

Irma Garwan, Analisis Yuridis Kedudukan Surat Keterangan Ahli Waris 
Sebagai Alat Bukti yang dikeluarkan oleh Kepala Desa, KNPP, 2021. 



 

 
 

Naufal Muhammad, Kepastian Hukum Bagi para Pihak Pemegang Surat Tanda 
Bukti atas Tanah Berupa Sertifikat Hak Milik Ditinjau Dari Hukum 
Agraria, Jurnal Hukum Proresif , Vol. XII No. 1, 2018.  

Prama Widyanugraha, “Tinjauan Normatif Pendaftaran Tanah Sistematis 
Lengkap Dikaitkan dengan Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan”, Jurnal Bina Mulia Hukum, Volume 3, Nomor 2, Maret 2019. 

Pusat Kajian Agraria FH UBB, “Surat Keterangan Tanah 
AntaraRealitasdanPengakuan”, Jurnal Hukum Progresif Volume XI 
Nomor 1 Juni 2017, Fakultas Hukum Universitas Bangka Belitung. 

Rizki Aldila Rajab, Sertifikat Hak atas Tanah dalam Kepastian Hukum 
Pendaftaran Tanah, Notarius Vol 13 No 2, 2020. 

Regina Pricylia Pantas, “Kajian Hukum Terhadap Badan Pertanahan Nasional 
dalam Penerbitan Sertifikat Hak Atas Tanah”, Lex Privatum, Vol. VI, No. 
8, 2018. 

Reynaldi A. Dilapanga, “Sertifikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Merupakan Alat 
Bukti Otentik Menurut UndangUndang Pokok Agraria No. 5 Tahun 
1960”, Jurnal Lex Crimen, Vol. VI, No. 5, (2017). 

Ratna, “Analisis Hukum Sistem Penyelesaian Sengketa atas Tanah Berbasis 
Keadilan”, Jurnal Pembaharuan Hukum, Vol. 1 No, 2, 2014. 

Tuti, Rezeki. Tinjauan Umum Tentang Sertifikat Hak Milik Atas Tanah. Jurnal 
Varia Hukum Vol 30, No 39 (2018) 

Widhi Handoko, Kebijakan Hukum Pertanahan “Sebuah Refleksi Keadilan 
Hukum Progresif”, Thafa Media, Yogyakarta, 2014. 

Yunanto, Marjo. “Alat Bukti Surat dalam Penyelesaian Perkara Perdata Pada 
Pengadilan Negeri Temanggung”, 2016. 

Peraturan  

Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok 
Agraria 

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah 

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak 
Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah. 



https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


https://digital-camscanner.onelink.me/P3GL/g26ffx3k


 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Lampiran Putusan Pengadilan Nomor 2/Pdt.G/2020/PN.Gto 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

DOKUMENTASI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi: Permintaan data di pengadilan Negeri Kelas 1A Kota 

Gorontalo 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dokumentasi: wawancara di Pengadilan Negeri Kelas 1A Kota Gorontalo 

 

 


	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf
	6c37ebb918f44185c495798cd593d29e861466e482e250fa03f952f65121ee35.pdf

